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Analisis Kinerja Karyawan Lulusan Non-Perbankan Syariah di
Bank Syariah

Titik Husnawati Amini", Muhammad Sanusi?
L.2Program Studi Perbankan Syariah, STEI HAMZAR, Lombok Timur, Indonesia

INFO ARTIKEL ABSTRAK

Received: 04 Agustus 2023 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja
Accepted: 28 September 2023 karyawan lulusan non-perbankan syariah di Bank BPD DIY Syariah
Published: 30 September 2023 . . . L.
serta kendala yang dihadapi dalam bekerja. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian
Email Penulis: kualitatif instrument utama adalah penelitian itu sendiri. Dalam
*titikhusnawati11des1997 @gmail.com penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan observasi pada karyawan di Bank BPD DIY Syariah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
kinerja dari lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan
syariah. Tingkat kinerja mereka diukur dari cepat tanggapnya dalam
memahami pelatihan kayawan yang meliputi pemahaman aspek
hukum, akad-akad syariah, jasa perbankan, produk bank syariah
serta kualitas pelayanan karyawan kepada nasabah Bank BPD DIY
Syariah. Kendala yang dialami oleh karyawan bank BPD DIY Syariah
yang berlatar belakang non-perbankan syariah meliputi kurangnya
pengetahuan mengenai jenis akad, sistem operasional, bentuk
layanan jasa perbankan syariah, hingga produk-produk bank syariah
itu sendiri.

Keywords: Kinerja karyawan, lulusan non-perbankan syariah, bank
syariah, bank konvensional

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan institusi yang memeberikan layanan jasa perbankan
berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang
dalam penetapan fatwa di bidang syariah . Pembentukan prinsip ini berdasarkan adanya
larangan dalam agama islam tentang peminjaman dengan sistem bunga (riba) dan adanya
larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang dikategorikan haram (Nani, 2019; Zouari
& Abdelhedi, 2021).

Pada dasarnya, aktivitas dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-
bank yang sudah ada (khususnya bank konvensional), perbedaannya terletak pada orientasi
konsep dan juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada
ketentuan-ketentuan dasar islam . Selain itu, terdapat juga beberapa hal yang membedakan
perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu tidak menggunakan tingkat suku
bunga; adanya prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa; berorientasi terhadap keuntungan dan
falah; hubungan dengan nasabah yang berupa kemitraan; serta penghimpunan dan
penyaluran dana sesuai Dewan Syariah Nasional (DSN) (Nabella et al. 2023).
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Bank Syariah di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa dengan cepat. Untuk
memaksimalkan pengembangan bank syariah, diperlukan lembaga perbankan yang bisa
memberikan pelayanan yang luas dan dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan
cepat (Salahuddin & Amini, 2022). Namun jika dilihat dari segi perkembangannya apabila
dibandingkan dengan bank konvensional, perbankan syariah khususnya di Indonesia masih
tertinggal jauh. Bahkan Indonesia sebagai Negara yang 80% masyarakatnya muslim masih
tertinggal dengan Negara-negara tetangga muslim lainnya. Saat ini market share perbankan
syariah mencapai 6,24% pada tahun 2022. Dengan ketertinggalan tersebut, tentunya terdapat
banyak hal yang harus dibenahi, baik itu dari segi pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang perbankan syariah, kualitas sumber daya manusia dari perbankan syariah itu sendiri,
pengembangan produk dan jasa perbankan syariah, maupun manajemen Kkinerja karyawan
dalam bank syariah tersebut.

Terkait dengan manajemen kinerja dalam sebuah organisasi khususnya perbankan
syariah, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan bagi kemajuan suatu
organisasi. Manajemen Kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dapat
memberikanss keuntungan ke berbagai pihak baik itu manajer, pegawai/karyawan, maupun
perbankan syariah itu sendiri . Dengan demikian manajemen kinerja adalah sebuah proses
yang harus dilakukan dan dicapai untuk mengelola serta mengembangakan manusia melalui
suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam
suatu jangka waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Dharma, 2012).

Selain manajemen kinerja, kualitas karyawan (sumber daya manusia) sangat penting
sebagai penentu keberhasilan suatu bank syariah, baik itu dari segi pemahamannya terhadap
bank syariah itu sendiri, pengetahuan akan produk dan jasa dari perbankan syariah yang
digunakan, maupun sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Untuk mewujudkan
hal-hal tersebut, tentunya dibutuhkan karyawan atau sumber daya manusia yang tepat dan
dapat mengerti bagaimana sistem kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan
pekerjaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan merekrut
karyawan lulusan program studi perbankan syariah.

Namun, jika dilihat dari catatan yang ada, karyawan dari bank syariah yang bekerja
dan mengembangkan perbankan syariah bukan hanya berasal dari lulusan perbankan syariah,
melainkan dari lulusan non-perbankan syariah yang belum mengenal tentang perbankan
syariah itu sendiri (Widarni & Bawono, 2022). Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap
kemajuan suatu bank syariah. Dalam praktik, tentunya akan berbeda sistem kerja lulusan
perbankan syariah dan non-perbankan syariah, baik itu dari segi pemahaman akan produk
dan jasa perbankan syariah, pelayanan kepada nasabah, serta etika atau karakter dari lulusan
tersebut. Dengan demikian, perlu adanya suatu pembekalan yang berkaitan dengan
perbankan syariah yang tidak hanya secara teori namun juga diperlukan pembekalan secara
mental, karakter dan sebagainya, yang nantinya akan mampu menujunjang kebutuhan serta
kemajuan dari perbankan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja karyawan di Bank Syariah masih belum
mengkaji secara khusus dari aspek background pendidikan terakhir karyawan (Nurdin &
Yusuf, 2020; Widarni & Bawono, 2022). Nurdin & Yusuf (2020) menekankan bahwa
pengetahuan dan pendidikan karyawan sangat dibutuhkan di bank syariah. Disisi lain
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perguruan tinggi yang menyediakan jurusan perbankan syariah telah mempersiapkan
kurikulum yang sesuai dan diarahkan dalam praktek perbankan syariah (Zakiy, 2021).
Permasalahannya adalah, saat ini lulusan jurusan perbankan syariah masih terbatas dan dari
aspek pengalaman kerja di perbankan, lulusan perbankan syariah masih kalah dibandingan
lulusan non-perbankan yang banyak berkecimpung di perbankan konvensional dan siap
dilatih untuk bekerja di perbankan syariah.

Dalam perekrutan karyawan bank syariah selalu dihadapkan pada dua opsi yaitu
karyawan dengan lulusan perbankan syariah tapi memiliki pengalaman terbatas atau
karyawan lulusan non-perbankan syariah akan tetapi memiliki cukup pengalaman dalam
berkerja di perbankan (Nurdin &Yyusuf, 2020). Pada praktiknya perbankan syariah lebih
mengedepankan pengalaman kerja daripada jurusan perkuliahan yang tertera dalam ijazah.
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis bagaimana kinerja
karyawan lulusan non-perbankan syariah, khususnya di Bank BPD DIY Syariah Yogyakarta
dan apa sajakah kendala yang dialami oleh lulusan tersebut pada saat bekerja.

B. Kajian Literatur

Perbankan Syariah

Pada hakikatnya sebuah Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan dua
fungsi utama yang dimilikinya yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana
masyarakat serta memberikan aneka ragam jasa perbankan lainnya dalam kegiatan lalu lintas
pembayaran (Yusmad, 2018). Secara umum, bank di Indonesia terdiri dari bank syariah dan
bank konvensional. Bank konvensional adalah bank bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran, sedangkan bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran (Rosyadi, 2007).

Prinsip syariah dalam perbankan Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU No 21 tahun 2008 pasal 1 angka
12). Prinsip syariah islam tersebut meliputi beberapa hal, yakni prinsip keadilan dan
keseimbangan (‘adl wa tawazun), universalisme (alamiyah), serta kemaslahatan (maslahah).
Perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar
lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal,
menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai (Jahja &
Igbal, 2012). Selain itu, sebagai lembaga keuangan perbankan syariah bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan,
dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistemnya, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk
memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman,
namun sebagai gantinya diterapkan pola bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk
mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang
diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin tinggi maka semakin tinggi pula bagi hasil
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yang diterima nasabah, demikian pula sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang rendah atau
menurun dalam waktu cukup lama menjadi indicator bahwa pengelolaan bank merosot.
Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah.
Sedangkan pada perbankan konvensional nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari
indicator bunga yang diperoleh (Rindawati, 2007).

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau
sekolah yang bersifat manusia maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga
atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sulistyorini, 2009). Adapun Sumber
Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu
organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset
sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia
makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia
produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang
bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan (Eri Susan, 2019). Dari definisi tersebut, dapat
ditarik kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu
hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk
mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan
dicapai dalam perusahaan, seorang karyawan dan juga masyarakat. MSDM adalah suatu
bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam
organisasi perusahaan (Susan, 2019).

Sedarmayanti mengemukakan manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa
ruang lingkup berdasarkan masa pelaksanaannya dan tugas pengembangan ke dalam
beberapa bagian diantaranya sebagai berikut (M. Kadarisman, 2013):

a. Pre-Service Training (Pelatihan Pra Tugas)

Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk pekerja,

atau karyawan baru yang bersifat pembekalan, agar mereka dapat melaksanakan tugas

yang nantinya dibebankan kepada mereka.
b. In Service Training (Pelatiahn dalam Tugas)

Pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam

organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.
c. Post Service Training (Pelatihan Purna/Pasca Tugas)

Pelatihan yang dilaksanakanorganisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan

dalam menghadapi pensiun.

Selain itu, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa unsur
didalamnya, yang terdiri dari (Hasibuan, 2005):

a. Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orag yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh

pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang

dicapai perusahaan tersebut.
b. Karyawan

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan

mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam
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menetapkan rencana, system, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu,
karyawan diartikan sebagai penjual jasa (pikirandan tenaga) dan mendapat kompensasi
sesuai dengan perjanjian.

c. Pemimpin
Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya
untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut
dalam mencapai suatu tujuan.

Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan hal terpenting yang menjadi perhatian semua organisasi, baik
pemerintah maupun swasta, dikarenakan kinerja baik dapat meningkatkan kepuasan, baik
shareholder maupun stakeholder organisasi tersebut (Antaiwan Bowo Pranogyo, 2021).
Secara estimologis kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata performance yang
berasal dari Bahasa inggris. Performance atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai
kesuksesan seseorang di dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan
kepadanya. Adapun secara istilah kinerja dalah penampilan kerja maupun hasil yang dicapai
oleh seseorang baik barang/produk maupun berupa jasa yang biasanya digunakan sebagai
dasar penilaian atas diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang
mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaan itu (Fauzi & Hidayat, 2020).
Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula kinerjanya.

Kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa baik karyawan melakukan
pekerjaannya. Kinerja karyawan bersifat individual karena setiap karyawan memiliki
tingkat kinerja yang berbeda-beda, namun pihak manajer dapat mengukur tingkat kinerja
karyawan atas pekerjaan yang sudah dikerjakan masing-masing karyawan (Moor & Sujianto,
2022). Kinerja karyawan adalah bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya, termasuk
tingkat produktivitas, kualitas kerja, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Kinerja
karyawan dapat diukur melalui berbagai metode, seperti evaluasi prestasi, observasi
langsung, atau survei karyawan (Supatmi dkk., 2013).

Indikator kinerja karyawan dapat dilihat dalam tiga standart. Pertama, dapat dilihat dari
kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan standart yang digunakan untuk mengukur atau
membandingkan mutu yang dihasilkan dari pekerjaan. Kedua, dilihat dari kuantitas kerja.
Kuantitas kerja merupakan standart yang digunakan untuk membandingkan volume kerja
yang dihasilkan. Ketiga, dapat dilihat dari ketepatan waktu kerja. Ketepatan waktu kerja
dapat diukur pada standar waktu yang digunakan pekerja sesuai dengan kebijakan
perusahaan untuk menghasilkan sesuatu (Gardjito dkk., 2014).

Untuk tercapainya kinerja yang baik, harus diperhatika beberapa determinan kerja.
Kinerja merupakan efek bersih dariusaha karyawan yang dimodifikasi oleh kemampuan
(ability) dan persepsi atau peran tugas. Dengan demikian, Kinerja pada situasi tertentu dapat
dipandang sebagai hasil dari interrelationship antara usaha, kemampuan, dan persepsi peran
(Fauzi & Hidayat, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja karyawan di Bank Syariah masih belum
mengkaji secara khusus dari aspek background pendidikan terakhir karyawan (Nurdin &
Yusuf, 2020; Widarni & Bawono, 2022). Nurdin & Yusuf (2020) menekankan bahwa
pengetahuan dan pendidikan karyawan sangat dibutuhkan di bank syariah. Disisi lain
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perguruan tinggi yang menyediakan jurusan perbankan syariah telah mempersiapkan
kurikulum yang sesuai dan diarahkan dalam praktek perbankan syariah (Zakiy, 2021).
Permasalahannya adalah, saat ini lulusan jurusan perbankan syariah masih terbatas dan dari
aspek pengalaman kerja di perbankan, lulusan perbankan syariah masih kalah dibandingan
lulusan non-perbankan yang banyak berkecimpung di perbankan konvensional dan siap
dilatih untuk bekerja di perbankan syariah.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah (Latifah, 2012). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, yang secara
teknis dalam penelitian disebut responden. Data primer dalam penelitian ini adalah
wawancara dan observasi/pengamatan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang
dianggap kompeten dalam hal ini adalah bapak Hasib Sunarso selaku pimpinan bidang
operasional dan pelayanan pada hari kamis 20 Oktober 2022 pukul 13:25 WIB dan sifat
wawancara semiformal yang dilakukan saat jam kerja narasumber, namun dengan tidak
mengganggu kegiatan narasumber.

Adapun observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan ke bank
BPD DIY Syariah di JI. Cik Di Tiro No. 34,Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 untuk mengamati kinerja dari lulusan non-perbankan
syariah itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Analisis
data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai penguumpulan data dalam periode tertentu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu
pekerja (karyawan) di Bank BPD DIY Syariah, yakni Bapak Hasib Sunarso selaku Pimpinan
bagian Operasional dan Pelayanan, kayawan yang bekerja di Bank BPD DIY Syariah tidak
hanya berasal dari lulusan perbankan syariah saja melainkan juga berasal dari lulusan non-
perbankan syariah. Mulai dari bagian Account Officer, Teller, bagian Teknologi Informasi,
Costumer Service, atau bagian-bagian yang lainnya. Pada saat proses penerimaan karyawan,
tidak terdapat prioritas dari pihak bank BPD DI1Y Syariah kepada lulusan perbankan syariah,
melainkan pihak bank memberikan kesamaan pada proses penerimaan karyawan, hal
tersebut didasarkan pada statusnya yang masih sebagai anak perusahaan dan menjadi satu
kesatuan dengan bank BPD Konvensional serta sistem manajemen dari kedua bank tersebut
masih sama. Selain itu, pada bank BPD DIY Syariah tidak membeda-bedakan jurusan
tertentu dalam proses perekrutan karyawan, dikarenakan bank tersebut lebih memfokuskan
pada kemampuan umum dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri dan
sesuai dengan level jabatannya masing-masing.

Setelah dilakukannya proses perekrutan serta pelatihan dan pengembangan oleh pihak
bank, kinerja dari semua karyawan baik yang berasal dari lulusan perbankan syariah maupun
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non-perbankan syariah dapat diketahui dan dianalisis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan pihak bank BPD DIY Syariah, tidak terdapat perbedaan kinerja dari lulusan
perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah. Kinerja lulusan non-perbankan
syariah dapat dikatakan baik (bagus). Kinerja tersebut dapat dianalisis berdasarkan beberapa
aspek, seperti bagaimana cara mereka melayani nasabah, pengetahuan dan keterampilan
mereka terkait dengan produk dan jasa dari perbankan syariah, kemampuan mereka
menjelaskan dan memberikan pemaparan terkait dengan akad-akad yang digunakan, sikap/
karakter yang mereka miliki, serta pencapaian target yang dilakukan oleh lulusan non-
perbankan syariah. Semua aspek kinerja tersebut diberikan secara lengkap mulai dari nol
oleh pihak bank kepada semua karyawan. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan
sebelumnya telah memberikan kinerja seperti apa yang harusnya dilakuakn oleh karyawan
khususnya lulusan non perbankan syariah. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan
tersebut, memberikan pengaruh kinerja yang baik bagi lulusan non perbankan syariah.

Adapun, berdasarkan proses observasi yang dilakukan oleh peneliti di Bank BPD DIY
Syariah, terdapat beberapa hal yang terkait dengan kinerja lulusan non-perbankan syariah.
Dalam proses observasi ini, peneliti mengamati kinerja karyawan lulusan non-perbankan
syariah tersebut. Dari segi pelayanan kepada nasabah, karyawan lulusan non-perbankan
syariah memberikan pelayanan yang baik (bagus) kepada nasabah. Hal tersebut bisa dilihat
ketika karyawan mengucapkan salam dan menyambut nasabah dengan senyuman, berjabat
tangan dengan sesama jenis, menanyakan dengan sopan keluhan dan kendala yang dialami
nasabah, menanyakan kembali hal-hal yang dapat dibantu oleh pihak bank, serta hal-hal lain
yang terkait dengan pelayanan kepada nasabah. Adapun hal yang berkaitan dengan
pengetahuan dan keterampilan nasabah lulusan non-perbankan syariah dapat dikatakan
cukup baik. Hal tersebut diketahui ketika karyawan lulusan non-perbankan syarih
menjelaskan proses yang berhubungan dengan produk dan jasa di bank syariah BPD DIY
Syariah dengan cepat dan mampu dipahami dengan mudah oleh nasabah. Sedangkan dari
segi karakter yang dimiliki, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, lulusan non
perbankan syariah memiliki karakter yang sabar, ramah, dan religius. Karyawan lulusan non-
perbankan syariah tersebut tidak hanya dilihat dari bagian Teller ataupun costumer service,
melainkan juga dari bagian security, pimpinan bagian operasional dan pelayanan, maupun
bagian-bagian lainnya yang bisa diamati atau diobservasi secara langsung oleh peneliti.

Adapun kendala dari lulusan non-perbankan syariah yang bekerja di bank BPD DIY
Syariah tersebut meliputi kurangnya pengetahuan dasar tentang akad-akad yang ada dalam
bank syariah. Kurangnya pengetahuan kayawan lulusan non-perbankan syariah mengenai
jenis akad maupun sistem operasional perbankan syariah terebut, sehingga dibutuhkan
pelatihan-pelatihan dari awal secara spesifik. Karena pelatihan yang diterima dimulai dari
nol, tentunya waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar melainkan memakan waktu training
yang cukup lama. Narasumber menyatakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pelatihan
karyawan setidaknya menghabiskan 20% dari anggaran total perusahaan.

Karyawan bank BPD DIY Syariah diharuskan memahami segala aspek hukum serta
sistem kerja yang berlaku dalam bank syariah dan diberikan tempo waktu setidaknya 2 tahun
masa training dilakukan pada saat bekerja (on the job training). Setelah masa waktu yang
diberikan dirasa sudah cukup sedangkan karyawan masih belum menguasai materi training
tersebut, maka mereka akan diberikan pilihan antara perpanjangan kontrak pelatihan atau
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resign. Bagi karyawan yang berlatar belakang non-perbankan syariah tentunya akan
membutuhkan waktu lama dan bekerja keras untuk memahami aspek hukum khususnya
terkait dengan akad-akad yang harus ada dalam bank syariah tersebut.

Dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan terkait kendala-kendala yang dialami
karyawan berlatar belakang non-perbankan syariah, dapat dikatakan tidak terdapat kendala-
kenadala yang dialami. Lulusan non perbankan syariah mampu melayani nasabah yang akan
bertransaksi. Kualitas pelayanan yang diberikan khususnya oleh karyawan berlatar belakang
non-perbankan syariah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, seperti memberikan
senyum, salam, sapa, dan menanyakan kebutuhan nasabah yang akan bertransaksi di Bank
BPD DIY Syariah.

Selain itu, kendala yang dialami karyawan lulusan non-perbankan syariah berdasarkan
hasil observasi khususnya terkait kegiatan operasional perusahaan, para karyawan lulusan
non-perbankan syariah terlihat membutuhkan bantuan karyawan lainnya dalam bertugas.
Hal tersebut dapat dikatakan wajar ditinjau dari pekerjaan mereka yang diharuskan tanpa
ada kesalahan sedikitpun. Dengan bantuan rekan kerja yang lain tentunya akan
mempermudah pekerjaan mereka.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak terdapat
perbedaan kinerja dari lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah.
Tingkat kinerja mereka diukur dari cepat tanggapnya dalam memahami pelatihan kayawan
yang meliputi pemahaman aspek hukum, akad-akad syariah, jasa perbankan, produk bank
syariah serta kualitas pelayanan karyawan kepada nasabah Bank BPD DIY Syariah. Kinerja
karyawan non-perbankan syariah dapat dinilai dari tingkat pemahaman mereka pada materi
pelatihan yang diberikan pihak bank, terbukti dari banyaknya prestasi kerja dari karyawan
berlatar belakang non-perbankan syariah. Karyawan lulusan non-perbankan syariah yang
ditempatkan pada bagian keamanan, Account Officer, Teller, bagian Teknologi Informasi,
Costumer Service, atau bagian-bagian yang lainnya, kualitas pelayanan yang diberikan
sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, seperti memberikan senyum, salam, sapa, dan
menanyakan kebutuhan nasabah yang akan bertransaksi di Bank BPD DIY Syariah.

Secara umum, kendala yang dialami oleh karyawan bank BPD DIY Syariah yang
berlatar belakang non-perbankan syariah meliputi kurangnya pengetahuan mengenai jenis
akad, sistem operasional, bentuk layanan jasa perbankan syariah, hingga produk-produk
bank syariah itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak bank telah menyiapkan
dana sebesar 20% dari total anggaran perusahaan untuk pelatihan karyawan. Semua
karyawan diberikan masa waktu training setidaknya 2 tahun yang dilakukan ketika bekerja
(on the job training), setelah masa waktu yang diberikan kepada karyawan telah jatuh tempo
maka karyawan akan diberikan pilihan antara perpanjangan kontrak pelatihan atau resign
dari perusahaan.

Adapun Saran dari penulis berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti
bermaksud mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk
meningkatkan kinerja lulusan non-perbankan syaraih di Bank BPD DIY Syariah sebagai
berikut:
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1) Pihak perusahaan seharusnya membedakan proses pelatihan dan pengembangan
lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah, sehingga adanya
pelatihan khusus bagi lulusan non-perbankan syariah yang belum mengenal tentang
perbankan syariah.

2) Pimpinan seharusnya melakukan penilaian Kinerja secara periodic dan terencana
sehingga dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan pihak bank dalam
meningkatkan kinerja dapat melakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam terkait
dengan kinerja lulusan non-perbankan syariah dan diharapkan juga dapat melakukan
penelitian di bank syariah yang berbeda untuk mengetahui kinerja dari lulusan non-
perbankan syariah secara keseluruhan.
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Regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis. Responden
yang didapatkan sebanyak 72 orang pegawai Kantor Wilayah
Email Penulis: Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel
rakhmawati@uii.ac.id literasi wakaf diproksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang
diadaptasi dari Indeks Literasi Zakat (ILZ) BAZNAS. Hasil
analisis menunjukkan bahwa literasi wakaf tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat pegawai kantor kementerian agama DIY
untuk berwakaf uang. Variabel religiositas berpengaruh signifikan
terthadap minat pegawai kantor wilayah kementerian agama DIY
untuk berwakat uang. Keragaman variabel minat berwakaf uang
yang dapat dijelaskan oleh variabel literasi wakaf dan variabel
religiositasi sebesar 53,7 persen. Hasil penelitian ini menambah
referensi terkait hubungan antara literasi wakaf, religiositas,
dengan minat berwakaf uang. Implikasi dari penelitian ini adalah
religiositas perlu menjadi faktor yang diperhatikan dalam
meningkatkan perolehan wakaf uang.

Keywords: literasi wakaf, religiositas, wakaf uang, minat wakaf

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam sekaligus instrumen ekonomi
yang berpotensi memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Wakaf berasal
dari bahasa Arab yaitu al-Habsu ‘an at-Tasarruf yang berarti menahan. Wakaf uang
merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI) tahun 2022 tentang wakaf uang, berwakaf uang hukumnya boleh.
Wakaf uang dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum
dalam bentuk uang tunai.

Wakaf uang dengan wakaf tunai merupakan dua hal yang berbeda. Pada wakaf tunai,
uang yang diwakafkan digunakan untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak
atau harta benda bergerak. Wakaf tunai dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau
selamanya. Di lain pihak, uang yang diwakafkan dalam konsep wakaf uang dikelola secara
produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. Wakaf uang dilakukan dengan
menyebutkan atau menyampaikan program yang dituju. Investasi uang pada wakaf uang
harus dilakukan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan
perundang-undangan (Berakon et al. 2022).
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Wakaf uang yang bahasa populernya disebut endowment fund memiliki peran penting
pembangunan ekonomi. Wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pokok wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pembiayaan
pembangunan aset negara, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pembangunan. Wakaf uang dapat membangun kemandirian bangsa dan negara,
khususnya umat Islam, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia (Sukmana,
2020; Edovald & Nevill, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki potensi besar
perhimpunan wakaf uang. Mengingat potensi wakaf uang untuk kesejahteraan Masyarakat,
perlu adanya pengembangan wakaf uang yang optimal agar dapat memberikan manfaat yang
maksimal bagi masyarakat. Salah satu cara meningkatkan realisasi wakaf uang adalah
melalui usaha meningkatkan minat masyarakat berwakaf uang.

Literasi wakaf dan religiositas merupakan dua dari banyak faktor yang mungkin
mempengaruhi minat berwakaf, termasuk berwakaf uang. Berbagai penelitian tentang kedua
variabel tersebut telah dilakukan dalam konteks minat berdonasi termasuk zakat, sedekah,
dan wakaf uang. Latar belakang responden yang diteliti bermacam-macam yang juga
mempengaruhi perbedaan berbagai hasil penelitian yang telah ada terkait literasi wakaf dan
religiositas (Saiti & Sarea, 2019).

Pengetahuan dan religusitas memiliki hubungan positif dengan minat milenial di
Indonesia untuk membayar cash waqf secara online (Kasri & Chaerunnisa, 2022; Laila et al.
2022). Laila et al. (2022) menekankan bahwa pada kasus UMKM, minat wakaf dapat
optimal karena adanya faktor religiusitas. Selanjutnya Kasri & Chaerunnisa (2022) juga
menyatakan bahwa pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas merupakan faktor yang
mampu secara signifikan meningkatkan minat wakaf generasi milenial.

Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) yang menyatakan bahwa
religiositas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar zakat, infag, sedekah,
dan wakaf melalui pembayaran digital. Penelitian lain dengan responden pemilik UMKM di
Malaysia dan Indonesia memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh
positif pada minat berwakaf, sedangkan religiositas tidak signifikan (Laila et al., 2022). Pada
penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, religiositas dan
pengetahuan signifikan mempengaruhi niat membayar cash wagf (Jatmiko et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan religiositas dan
literasi wakaf dengan minat berwakaf uang. Studi dilakukan pada pegawai negeri sipil
(PNS). PNS merupakan salah satu profesi yang potensial untuk disasar dalam meningkatkan
perolehan wakaf uang. Mempertimbangkan beragamanya hasil penelitan terkait variabel
yang diteliti, maka penelitian ini akan memberikan khasanah baru khususnya pada
responden yang menjadi focus penelitian.
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B. Kajian Literatur

Literasi Wakaf

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), literasi adalah emampuan dan
keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara,
menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari. Jika dianalogikan dengan pengertian literasi secara umum maka
literasi wakaf adalah kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan
mengakses informasi tentang wakaf terutama wakaf uang sehingga mampu mengubah
perilaku seseorang untuk melakukan wakaf uang semakin tinggi (BAZNAS, Indeks Literasi
Zakat, 2019).

Saat penelitian ini disusun, belum ada dokumen resmi dari instansi berwenang terkait
pengukuran literasi wakaf di Indonesia. Penelitian ini membuat menyusun alat ukur literasi
wakaf dengan mengadaptasi Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang dikeluarkan oleh BAZNAS.
Menurut Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional indikator literasi zakat disusun
atas dua dimensi, yaitu (1) dimensi pengetahuan dasar zakat yang menjelaskan tentang
pengetahuan zakat dalam konteks fikih, dan (2) dimensi pengetahuan lanjutan yang
menjelaskan pengetahuan zakat dalam konteks ekonomi dan hukum. Dari kedua dimensi
tersebut diturunkan indikator-indikator dengan total 38 indikator (BAZNAS, 2019).

Pengetahuan memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk
membayar cash waqf secara online (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Penelitian lain dengan
responden pemilik UMKM di Malaysia dan Indonesia juga mendukung hal tersebut.
Pengetahuan memiliki pengaruh positif pada minat berwakaf (Laila et al., 2022). Pada
penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, variabel pengetahuan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar cash wagf (Jatmiko et al., 2023).
Hiyanti et al. (2020) memberikan kesimpulan yang senada bahwa literasi merupakan
variabel yang memberikan pengaruh signifikan pada niat untuk berwakaf melalui Cash Wagf
Linked Sukuk (CWLYS).

Penelitian tentang literasi juga terdapat dalam Sardiana & Zulfison (2016) yang
membahas implementasi literasi keuangan syariah pada alokasi dana ziswaf masyarakat
melalui lembaga amil zakat Dompet Dhuafa dan Al-Azhar Peduli umat. Di wilayah lain,
Pertiwi (2020) menganalisis hubungan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap
minat masyarakat untuk membayar zakat pada BAZNAS di Provinsi Lampung.

Religiusitas

Religiusitas adalah bentuk pengabdian terhadap agama menurut KBBI. Religiositas
dicirikan sebagai tahap di mana seseorang individu mematuhi konsep, nilai dan amalan
agama dalam kehidupan seharian mereka (Worthington et al., 2003). Religusitas memiliki
hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar cash waqf secara
online (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Pada penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau
besar di Indonesia, religiositas signifikan mempengaruhi niat membayar cash waqf (Jatmiko
et al., 2023). Pada konteks niat berwakaf melalui CWLS, literasi merupakan variabel yang
signifikan (Hiyanti et al., 2020). Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) yang
menyatakan bahwa religiositas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar
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zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui pembayaran digital. Penelitian lain juga
memberikan kesimpulan yang linear. Dengan responden pemilik UMKM di Malaysia dan
Indonesia religiositas tidak memiliki hubungan signifikan dengan keinginan berwakaf (Laila
etal., 2022).

Pengetahuan dan religusitas memiliki hubungan positif dengan minat milenial di
Indonesia untuk membayar cash waqf secara online (Kasri & Chaerunnisa, 2022; Laila et al.
2022). Laila et al. (2022) menekankan bahwa pada kasus UMKM, minat wakaf dapat
optimal karena adanya faktor religiusitas. Selanjutnya Kasri & Chaerunnisa (2022) juga
menyatakan bahwa pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas merupakan faktor yang
mampu secara signifikan meningkatkan minat wakaf generasi milenial.

Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) yang menyatakan bahwa
religiositas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar zakat, infaq, sedekah,
dan wakaf melalui pembayaran digital. Penelitian lain dengan responden pemilik UMKM di
Malaysia dan Indonesia memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh
positif pada minat berwakaf, sedangkan religiositas tidak signifikan (Laila et al., 2022). Pada
penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, religiositas dan
pengetahuan signifikan mempengaruhi niat membayar cash wagf (Jatmiko et al., 2023).

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui teknik survey dengan
instrumen kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Populasi merupakan seluruh pegawai
di Kantor Wilayah Kementrian Agama Daerah DIY, yaitu sebanyak 136 pegawai (tahun
2021). Kuesioner yang kembali dan diolah sebanyak 86 kuesioner.

Teknik analisis data adalah regresi linear berganda dengan perangkat lunak Jamovi
dan RStudio. Variabel bebas (X) dan variabel terikat (YY) yang digunakan dalam analisis
dirangkum dalam model penelitian di bawah ini.

Yi = Bo + B1Xy + B2Xz + B3D1 + BuDy + BsD3 + ¢

Keterangan
Y; : Minat berwakaf uang responden i
X, Religiositas
X, Literasi Wakaf
D;: Variabel kontrol berupa variabel dummy (dummy perempuan, dummy usia, dan
dummy gaji)

Skala pengukuran variabel minat berwakaf dan religiositas adalah skala likert,
sedangkan literasi wakaf berskala Guttman (Benar/Salah). Literasi wakaf diadaptasi dari
Indeks Literasi Zakat (ILZ) BAZNAS (BAZNAS, 2019). Literasi wakaf mengukur tingkat
literasi responden secara objektif melalui pertanyaan dasar sampai lanjutan tentang wakaf.
Responden diberikan pilihan jawaban benar dan salah. Hasil jawaban responden
direkapitulasi untuk dihitung nilai literasi. Literasi wakaf dengan indikator dari 1LZ
sebanyak 38 indikator namun yang valid hanya 17 indikator maka yang diolah adalah 17
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indikator. Indikator untuk variabel religiositas sebanyak 10 indikator dan variabel minat
sebanyak 3 indikator.
Adapun hipotesis untuk menjawab tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
H1: Religisiusitas memiilki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang
H2: Literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Total responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 72 orang sehingga total
observasi dalam penelitian ini adalah 72. Proporsi laki-laki dan wanita cukup berimbang
dengan lebih banyak perempuan yaitu 58,3 persen. Usia yang mendominasi adalah lebih dari
40 tahun sebanyak 61 persen.

Table 1. Karakter Demografi Responden

Karakter Frekuensi Persentase
Jenis Kelamin
Laki-laki 42 41,7
Perempuan 30 58,3
Usia
21 — 30 tahun 2 2,8
31 — 40 tahun 26 36,1
>40 tahun 44 61,1

Sumber: Data primer diolah dengan Jamovi (2023)

Analisis Korelasi

Penelitian ini bersifat korelasional yakni menganalisis hubungan antar variabel.
Hubungan yang dimaksud ada dua yaitu religiositas dengan minat berwakaf uang dan literasi
wakaf dengan minat berwakaf uang. Pola hubungan antar variabel dapat digambarkan
dengan diagram pencar. Sebelum analisis regresi, perlu dilihat secara visual bagaimana pola
hubungan. Dengan diagram pencar, pola hubungan antar variabel dapat dilihat apakah
positif, negatif, kuadrat, atau lainnya.

Gambar 1 memperlihatkan dua diagram pencar untuk kedua hubungan antar variabel
dalam penelitian ini. Panel di sebelah kiri menunjukkan kecenderungan hubungan positif
antara religiositas dengan minat berwakaf uang. Hubungan positif berarti saat tingkat
religiositas meningkat, minat berwakaf uang juga meningkat. Hubungan serupa kurang
terlihat pada panel di sebelah kanan yaitu hubungan antara literasi wakaf dengan minat
berwakaf uang. Garis linear pada diagram pencar merupakan pola umum yang terbentuk dari
antar variabel. Garis yang landai di panel kanan menunjukkan pola hubungan yang tidak
kuat.
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Sumber: Data primer diolah dengan Jamovi (2023)
Gambar 1 Diagram Pencar Religiositas & Literasi dengan Minat Berwakaf

Koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan
linear antar variabel. Tabel 2 koefisien korelasi dan signifikansi dari hubungan linear antar
variabel. Nilai pada Tabel 2 mengonfirmasi pola hubungan yang terlihat pada diagram
pencar di Gambar 1. Perlu diingat bahwa koefisien korelasi mengasumsikan hubungan linear
antar variabel. Jika pola hubungan antar variabel tidak linear, maka koefisien korelasi tidak
dapat dijadikan ukuran keeratan hubungan antar variabel.

Tabel 1 Koefisien Korelasi Pearson

Hubungan Variabel Koefisien Korelasi | P-Value
Minat — Religiositas 0,760*** <0,001
Minat - Literasi 0,061 0,610

Sumber: Data primer diolah dengan Jamovi (2023)

Koefisien korelasi antara religiositas dengan minat berwakaf uang bernilai positif dan
kuat karena mendekati nilai 1. Nilai positif ini mengonfirmasi pola hubungan yang terlihat
pada diagram pencar. Hubungan korelasi ini juga signifikan ditunjukkan dengan nilai p-
value yang bernilai kurang dari 5 persen. Nilai korelasi antara literasi wakaf dengan minat
berwakaf uang menunjukkan nilai yang positif namun sangat kecil karena mendekati nilai
nol. Nilai ini juga tidak signifikan karena p-value tidak kurang dari 5 persen.

Regresi Linear Berganda

Setelah pola visual antar variabel dan korelasi menunjukkan kesimpulan yang saling
mengonfirmasi, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil estimasi regresi
linear berganda dengan variabel inti penelitian literasi dan religiositas disajikan dalam Tabel
3. Variabel religiositas signifikan terhadap minat berwakaf uang pada lima persamaan yang
ditampilkan, sedangkan variabel literasi sama sekali tidak signifikan. Variabel dummy usia
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40 dan gaji 4 juta signifikan pada persamaan ke-5. Jenis kelamin sama tidak signifikan
ditunjukkan oleh variabel dummy perempuan yang tidak signifikan.

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi Linear

Y: Minat Berwakaf Uang
(1) () 3) (4) ®)

Literasi 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05
Religiositas 0.277" 0277 027" 027
D_Perempuan 0.07 -0.09 -0.05
D_Usia40 -0.39 -0.49"
D_Gaji4ijt 0.57*
Konstanta 9.40™" 0.42 0.36 0.36 0.08
Observasi 72 72 72 72 72

R? 0.004  0.58 0.58 0.59 0.61
Adjusted R? -0.01 0.57 0.56 0.57 0.58
F-hitung 0.26 47.657 31.3677 24.22™" 20.46™

Sumber: Data primer diolah dengan RStudio (2023)

Nilai yang ditunjukkan di dalam Tabel 3 merupakan koefisien regresi. Tanda bintang
pada angka koefisien regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut signifikan pada
alpha 1% (0,01). Dengan demikian, hipotesis yang diuji pada penelitian ini telah terjawab.
Berdasarkan hasil uji-t, literasi tidak berpengaruh signifikan pada minat berwakaf uang
dengan alpha 1%. Lain halnya dengan religiositas yang berpengaruh signifikan pada minat
berwakaf uang. Hasil uji F ditunjukkan pada nilai F-hitung pada baris paling bawah Tabel
3. Nilai F-hitung yang diberikan tanda bintang menandakan bahwa F-hitung tersebut
signifikan pada alpha 1%. Pada persamaan (1) yaitu model yang hanya memasukkan variabel
literasi sebagai variabel independen dinyatakan tidak layak karena F-hitung tidak signifikan.
Hal ini cukup beralasan karena seperti yang ditampilkan pada diagram pencar dan koefisien
korelasi, pola hubungan antara literasi dengan minat berwakaf sangat lemah. Selanjutnya
akan dibahas bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen
berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R?) dari persamaan (1) sampai (5) menunjukkan hampir selalu
meningkat seiring bertambahkan variabel X. Hal ini karena rumus koefisien determinasi
tidak mempertimbangkan banyaknya variabel penjelas (X) di dalam model. Untuk
membandingkan kebaikan model dengan banyak variabel penjelas yang berbeda, digunakan
adjusted R?. Rumus adjusted R? memasukkan unsur banyak variabel penjelas. Berdasarkan
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Tabel 3, kolom (5) memiliki adjusted R?tertinggi yaitu 0,58. Sebanyak 58 persen keragaman
variabel Y (minat berwakaf uang) dapat dijelaskan oleh variabel penjelas dalam model.

Pembahasan Variabel Literasi

Penelitian oleh Kasri & Chaerunnisa (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan
memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar cash waqf
secara online. Salah satu aspek literasi adalah pengetahuan. Penelitian ini menunjukkan
bahwa literasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan minat berwakaf uang.
Perbedaan hasil penelitian ini dengan Kasri & Chaerunnisa (2022) dapat terjadi karena
perbedaan cakupan pengukuran literasi dan pengetahuan serta perbedaan karakter
responden. Penelitian tersebut melibatkan 418 milenial Muslim yang berdomisili di kota-
kota besar di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada profesi PNS.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan Laila et al. (2022) yang menganalisis 175
pemilik UMKM di Indonesia dan Malaysia. Pengetahuan memiliki pengaruh positif pada
minat berwakaf (Laila et al., 2022). Pengetahuan diukur dengan skala likert dan
mengadaptasi Kasri & Chaerunnisa (2022), sedangkan penelitian ini menggunakan skala
guttman (Benar/Salah) untuk mengukur literasi wakaf. Kebanyakan penelitian dibahas
memberikan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini terkait pengaruh pengetahuan
atau literasi. Jatmiko et al. (2023) menemukan bahwa variabel pengetahuan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar cash wagf. Hiyanti et al. (2020) dengan
variabel dependen niat berwakaf melalui CWLS menyimpulkan bahwa literasi memberikan
pengaruh signifikan.

Zawawi et al. (2023) merupakan salah satu penelitian yang memberikan kesimpulan
yang senada dengan penelitian ini. Pengetahuan tidak berpengaruh pada perilaku berwakaf
melalui variabel niat. Responden yang diteliti adalah generasi milenial di wilayah
Jabodetabek. Penelitian tersebut menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan
menggunakan variabel niat sekaligus perilaku berwakaf. Variabel niat menjadi variabel
mediasi di antara variabel pengetahuan dengan perilaku berwakaf.

Pembahasan Variabel Religiusitas

Penelitian ini menyimpulkan bahwa religusitas signifikan memiliki hubungan dengan
minat berwakaf uang. Penelitian dengan hasil serupa antara lain Kasri & Chaerunnisa
(2022), Jatmiko et al. (2023), Hiyanti et al. (2020), dan Zawawi et al. (2023). Religiusitas
berpengaruh positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar cash wagf secara
online (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Dengan 684 responden di pulau-pulau besar di
Indonesia, religiositas signifikan mempengaruhi niat membayar cash waqf (Jatmiko et al.,
2023). Semakin tinggi religiositas semakin tinggi pula niat berwakaf melalui CWLS (Hiyanti
et al., 2020).

Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) dan Laila et al. (2022). Menurut
Syafira et al. (2020), religiositas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar
ZISWAF melalui pembayaran digital. Pada responden dari dua negara yaitu Malaysia dan
Indonesia khususnya para pemilik UMKM, religiositas tidak memiliki hubungan signifikan
dengan keinginan berwakaf (Laila et al., 2022).
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E. Kesimpulan

Pengaruh variabel literasi wakaf yang diukur dengan pengetahuan dasar dan
pengetahuan lanjutan tentang wakaf terbukti tidak memiliki hubungan yang signifikan
dengan minat berwakaf uang di kalangan PNS Kementrian Agama. Hasil yang tidak
signifikan ini berbeda dengan kebanyakan penelitian terdahulu yang mayoritas
menggunakan skala likert dalam mengukur pengetahuan. Penelitian ini menggunakan skala
Guttman (Benar/Salah) untuk mengukur literasi (pengetahuan) wakaf dengan maksud dapat
benar-benar mengukur tingkat pengetahuan respoden. Walaupun literasi wakaf tidak
signifikan pada minat berwakaf uang, tidak serta merta bahwa literasi wakaf tidak penting.
Kesimpulan ini didasarkan atas responden yang cukup homogen yaitu dalam lingkup satu
instansi dan profesi yang sama.

Pengaruh variabel religiositas terhadap minat berwakaf uang menunjukkan hasil
yang signifikan. Hasil ini stabil pada empat model yang diuji dengan alpha 1%. Hal ini juga
dikonfirmasi dengan pola hubungan yang diamati secara visual dan koefisien korelasi yang
positif dan signifikan. Implikasi dari hasil ini adalah sisi religiositas individu menempati
posisi yang penting dalam usaha meningkatkan realisasi pengumpulan wakaf uang.
Kesimpulan di atas tersebatas pada responden yang berprofesi sebagai PNS.
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ieceivtezi g‘-(?) égutstusbmggzg Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kualitas pelayanan di

legleighee 530 Si%;r;birr 003 masjid Daarussalam dan aspek pelayanan manakah yang menjadi
perhartian masyarakat dan perlu ditingkatkan oleh takmir masjid

Daarussalam jika dilihat dari aspek dimensi tangible, reability,

Email Penulis: responsiveness Assurance dan empathy. Berdasarkan analisis

nabilaariini@gmail.com servqual rata-rata gap antara harapan dan kinerja masih bernilai
negatif. Hanya satu yang bernilai positif yaitu atribut nomor 3 tentang
tempat parkir yang cukup. Kemudian ada satu atribut yang bernilai nol
yaitu atribut no 5 tentang keramahan takmir dan jamaah masjid
sehingga dapat disimpulkan bahwa keramahan takmir dan jamaah
sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Adapun atribut yang
memiliki gap terbanyak yaitu atribut no 4 dengan gap -0,8 tentang
fasilitas masjid sehingga perlu peningkatan yang tinggi terhadap
fasilitas masjid yang disediakan. Gap terbanyak kedua aadalah no 11
dengan gap -0,5 tentang keamanan masjid. Sehingga dua hal tersebut
yaitu fasilitas dan keamanan masjid perlu ditingkatkan. Kemudian
berdasarkan analisis IPA diperoleh bahwa fasilitas masjid, keamanan
masjid dan empati takmir terhadap jamaah menjadi prioritas utama
untuk ditingkatkan. Kemudian atribut yang sudah bagus pelayanannya
adalah profesionalitas takmir dan rasa tanggung jawab.

Keywords: Kualitas pelayanan, SERVQUAL, masjid, Importance
Performance Analysis

A. Pendahuluan

Pengukuran kinerja suatu organisasi tidak hanya diukur dari aspek finansial saja
tetapi juga aspek non finansial, seperti aspek pelanggan (customer), proses bisnis internal
(internal business process) dan proses belajar serta pertumbuhan (learning and growth).
Sistem pengukuran kinerja ini dikenal dengan model Balanced Scorecard. Sehingga
pengukuran atas kualitas jasa pelayanan yang termasuk dalam bagian kecil aspek pelanggan
dan proses bisnis internal merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Diharapkan
dengan kualitas pelayanan yang baik di masjid akan menjadikan motivasi masyarakat
terutama kaum muslimin untuk selalu meramaikan masjid dan menjadi langkah awal menuju
persatuan umat dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Masjid sebagai rumah Allah SWT merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan yang
memiliki nilai strategis di dalam perjuangan umat. Selain sebaga rumah ibadah untuk
memenuhi kewajiban manusia atas Kholik-nya, masjid merupakan sarana pertukaran dan
penyebaran informasi atau media dakwah. Maka proses atau aktivitas yang berlangsung di
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dalamnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pencapaian tujuan yang
diinginkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif. Efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas adalah bagian dari pengelolaan.

Ta’mir atau pengelola masjid merupakan motor utama penggerak aktivitas masjid,
luasnya wawasan-keilmuan dan pengalaman merupakan modal yang cukup penting dalam
pengelolaan aktivitas masjid. Dengan latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda-beda
ta’mir harus mampu menyatukan visi dan misi menjadi suatu strategi kegiatan yang
terencana dan terukur.

Masjid di wilayah Yogyakarta memiliki banyak fungsi dan peran bagi masyarakat.
Fungsi utama masjid adalah untuk melaksanakan ibadah, selanjutnya masjid juga berfungsi
sebagai tempat persinggahan musafir, pusat pendidikan, kegiatan masyarakat hingga even-
even umum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kondisi masjid hingga saat ini selalu
memiliki jamaah yang banyak dan menjadi sangat penting untuk meneliti tentang kualitas
pelayanan masjid Di wilayah Yogyakarta dengan metode servqual dan Importance and
Performance Analysis (IPA).

Pada dasarnya beberapa literatur juga menekankan bahwa masjid memiliki banyak
peranan di masyarakat. As-Salafiyah et al. (2021) menekankan bahwa masjid dapat
dioptimalkan menjadi pusat perekonomian masyarakat dengan merangkul UMKM di sekitar
masjid dan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Selanjutnya Isnaini et al. (2019)
mengungkapkan bahwa masjid merupakan pusat pendidikan masyarakat. Masjid dapat
difungsikan sebagai tempat berdirinya beberapa lembaga pendidikan yang dibangun oleh
masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Adapun Efiyanti et al. (2021; Hasan &
Sulaeman, 2019) menganalisis fungsi kelembagaan masjid dalam penguatan sosial ekonomi
di masyarakat. Masjid menjadi suatu lembaga yang dapat diterima masyarakat secara netral
dan mampu menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dari beberapa literatur tentang fungsi masjid terdapat gap dimana masih jarang
analisis yang mengkritisi dan mengevaluasi peranan masjid khususnya dalam aspek
pelayanan. Beberapa penelitian masih menggeneralisir analisis dalam konteks umum seperti
halal tourism (Said et al. 2022) dan hotel syariah (Arasli et al. 2021). Oleh karena itu
penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan masjid menggunakan metode servqual dan
Importance and Performance Analysis (IPA) dan memberikan rekomendasi dalam
peningkatan kualitas pelayanan.

B. Kajian Literatur

Masjid Sebagai Pusat Kesejahteraan Sosial

Masjid sebagai rumah Allah SWT merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan yang
memiliki nilai strategis di dalam perjuangan umat. Selain sebaga rumah ibadah untuk
memenuhi kewajiban manusia atas Kholik-nya, masjid merupakan sarana pertukaran dan
penyebaran informasi atau media dakwah. Maka proses atau aktivitas yang berlangsung di
dalamnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pencapaian tujuan yang
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diinginkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif. Efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas adalah bagian dari pengelolaan.

Ta’mir atau pengelola masjid merupakan motor utama penggerak aktivitas masjid,
luasnya wawasan-keilmuan dan pengalaman merupakan modal yang cukup penting dalam
pengelolaan aktivitas masjid. Dengan latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda-beda
ta’mir harus mampu menyatukan visi dan misi menjadi suatu strategi kegiatan yang
terencana dan terukur.

Masjid di wilayah Yogyakarta memiliki banyak fungsi dan peran bagi masyarakat.
Fungsi utama masjid adalah untuk melaksanakan ibadah, selanjutnya masjid juga berfungsi
sebagai tempat persinggahan musafir, pusat pendidikan, kegiatan masyarakat hingga even-
even umum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kondisi masjid hingga saat ini selalu
memiliki jamaah yang banyak dan menjadi sangat penting untuk meneliti tentang kualitas
pelayanan masjid Di wilayah Yogyakarta dengan metode servqual dan Importance and
Performance Analysis (IPA).

Pengukuran kinerja suatu organisasi tidak hanya diukur dari aspek finansial saja tetapi
juga aspek non finansial, seperti aspek pelanggan (customer), proses bisnis internal (internal
business process) dan proses belajar serta pertumbuhan (learning and growth). Sistem
pengukuran kinerja ini dikenal dengan model Balanced Scorecard. Sehingga pengukuran
atas kualitas jasa pelayanan yang termasuk dalam bagian kecil aspek pelanggan dan proses
bisnis internal merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Diharapkan dengan
kualitas pelayanan yang baik di masjid akan menjadikan motivasi masyarakat terutama kaum
muslimin untuk selalu meramaikan masjid dan menjadi langkah awal menuju persatuan umat
dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Terdapat empat karakteristik jasa yang harus dpertimbangkan dalam memenuhi
kebutuhan pelanggan, antara lain intangibility (tidak berwujud), inseparability (tidak dapat
dipisahkan dari sumbernya), variability (mudah berubah-ubah), dan perishability (tidak
tahan lama) (Kotler 2001). Dalam melakukan pengukuran kualitas jasa, terdapat dua faktor
utama yang harus diperhatikan yaitu, expected service merupakan jasa yang diharapkan oleh
pelanggan dan perceived service merupakan jasa yang diterima oleh pelanggan. Di mana
suatu layanan jasa akan dianggap baik jika perceived service sesuai atau bahkan lebih baik
dibanding dengan expected service dari pelanggan. Sebaliknya jika perceived service tidak
memenuhi expected service maka layanan tersebut tidak dapat memberikan kepuasan bagi
pelanggan (Parasuraman 1988).

Pada dasarnya beberapa literatur juga menekankan bahwa masjid memiliki banyak
peranan di masyarakat. As-Salafiyah et al. (2021) menekankan bahwa masjid dapat
dioptimalkan menjadi pusat perekonomian masyarakat dengan merangkul UMKM di sekitar
masjid dan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Selanjutnya Isnaini et al. (2019)
mengungkapkan bahwa masjid merupakan pusat pendidikan masyarakat. Masjid dapat
difungsikan sebagai tempat berdirinya beberapa lembaga pendidikan yang dibangun oleh
masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Adapun Efiyanti et al. (2021; Hasan &
Sulaeman, 2019) menganalisis fungsi kelembagaan masjid dalam penguatan sosial ekonomi
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di masyarakat. Masjid menjadi suatu lembaga yang dapat diterima masyarakat secara netral
dan mampu menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dari beberapa literatur tentang fungsi masjid terdapat gap dimana masih jarang analisis
yang mengkritisi dan mengevaluasi peranan masjid khususnya dalam aspek pelayanan.
Beberapa penelitian masih menggeneralisir analisis dalam konteks umum seperti halal
tourism (Said et al. 2022) dan hotel syariah (Arasli et al. 2021).

Analisis SERVQUAL

Metode servqual merupakan suatu metode pengukuran kualitas yang banyak
digunakan dalam penelitian-penelitian tetang kualitas jasa secara luas. Metode ini
merupakan pengolahan data kesenjangan (gap) antara persepsi dan harapan pelanggan
berdasarkan lima dimensi kualitas jasa yaitu, tangible, reliability, responsiveness, empathy,
dan, assurance. Berdasarkan perhitungan gap antara persepsi dan harapan pelanggan
berdasarkan kelima dimensi tersebut akan digunakan sebagai acuan perlu atau tidaknya
dilakukan perbaikan kualitas pelayanan di masjid Di wilayah Yogyakarta.

Berikut langkah-langkah melakukan analisis gap menggunakan metode servqual
pada masjid Di wilayah Yogyakarta:

e Perhitungan nilai mean pada setiap atribut kuesioner dari masing-masing
responden (Jamaah masjid Di wilayah Yogyakarta) mengenai persepsi.

e Perhitungan nilai mean pada setiap atribut kuesioner dari masing-masing
responden (Jamaah masjid Di wilayah Yogyakarta) mengenai harapan.

e Perhitungan gap nilai mean antara persepsi dan harapan.

Dalam melakukan analisis gap terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan
antara lain :

e Gap negatif, maka layanan masjid Di wilayah Yogyakarta belum memenuhi
harapan pelanggan sehingga perlu dilakukan rancangan perbaikan kualitas.

e Gap nol, maka layanan yang diberikan masjid Di wilayah Yogyakarta sudah
sesuai dengan harapan pelanggan.

e Gap positif, maka layanan masjid Di wilayah Yogyakarta telah melebihi harapan
pelanggan.
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Metode Importance and Performance Analysis

Grafik IPA dibagi menjadi empat kuadran sebagaimana terlihat pada gambar berikut
ini

QUADRANT I QUADRANT I
Concentrate Here Keep Up the Good Work
High Importance High Importance
Low Performance High Performance
m
@]
z
&
o
&
2
QUADRANT 111 QUADRANT IV
Low Priority Possible Overkill

Low Importance Low Importance
Low Performance High Performance

PERFORMANCE

Gambar 1. Grafik IPA

Importance Performance Analysis (IPA) merupakan salah satu metode yang dapat
menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan. Metode analisis ini pertama Kkali
diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James pada 1977 yang bertujuan untuk
mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas
produk/jasa yang kemudian dikenal pula sebagai quadrant analysis. IPA mempunyai fungsi
utama untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang
sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka, dan prioritas faktor-faktor
pelayanan yang menurut pelanggan perlu ditingkatkan untuk saat ini.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan kuosioner yang disebarkan kepada jamaah masjid Di wilayah
Yogyakarta. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode servqual dan
Importance and Performance Analysis (IPA) Lokasi penelitian ini dilakukan di masjid di
wilayah Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah 100 orang jamaah dengan kriteria jamaah
laki-laki/ perempuan yang sudah sering singgah dan beribadah minimal 5x di masjid di
wilayah Yogyakarta.
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu servqual dan
IPA. Adapun data yang diperoleh berasal dari kuosioner yang disebar dengan rincian

variabel dan subvariabel (indikator) sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Variabel SERVQUAL dan IPA

NG Komitmen
Tangible

1 Masjid memiliki bangunan yang bagus dan cocok sebagai tempat ibadah umat

" | muslim
2. | Masjid merupakan tempat ibadah yang nyaman
3. | Masjid memiliki tempat parkir yang cukup
4 Masjid menyediakan fasilitas (tempat wudlu, KM, WC, alat shalat dll) yang

" | memadai.

Reliability

5. | Takmir dan jamaah masjid ramah dan sopan
6. | Takmir masjid cepat dan tanggap dalam melayani jamaah
7. | Takmir masjid memiliki pengetahuan keagamaan yang baik
g Takmir masjid mampu bersosial dan berinteraksi dengan baik kepada jamaah

" | dan masyarakat

Responsiveness
9. | Takmir masjid selalu siap melayani jamaah
10. | Takmir masjid selalu bertanggungjawab terhadap keluhan jamaah
Assurance
11. | Masjid merupakan tempat ibadah yang aman
12. | Anda dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan di masjid
Empathy

13. | Takmir masjid selalu mementingkan kepentingan jamaah
14. | Takmir masjid Daaarussalam selalu simpati dan peduli terhadap jamaah
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Analisis Data Metode Servqual

Metode analisis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
servqual dimana akan menunjukkan gap antara harapan dan kinerja pelayanan di masjid
Daarussaam. Apabila skor servqual bernilai positif maka kinerja melebihi harapan
responden, apabila gap bernila nol maka berarti kinerja sudah sesuai dengan harapan dan
apabila gap bernilai negatif maka kinerja kurang sesuai dengan harapan responden. Setelah
penyebaran kuesioner dilakukan analisis servqual di mana hasil perhitungan gap
performance dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Gap Performance

. Mean Score
Atribut Harapan | Kinerja | Servqual

1 3,4 3,3 -0,1
2 3,3 3,1 -0,2
3 3,2 3,3 0,1

4 3,5 2,7 -0,8
5 3,6 3,6 0

6 3,6 34 -0,2
7 3,7 3,5 -0,2
8 3,5 3,3 -0,2
9 3,5 3,3 -0,2
10 3,5 3,3 -0,2
11 3,6 3,1 -0,5
12 3,4 3,3 -0,1
13 3,5 3,2 -0,3
14 3,5 3,2 -0,3

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata gap antara harapan dan Kinerja
masih bernilai negatif. Hanya satu yang bernilai positif yaitu atribut nomor 3 tentang tempat
parkir yang cukup. Hal ini membuktikan bahwa tempat parkir masjid Di wilayah Yogyakarta
sudah diatas ekspektasi responden. Kemudian ada satu atribut yang bernilai nol yaitu atribut
no 5 tentang keramahan takmir dan jamaah masjid sehingga dapat disimpulkan bahwa
keramahan takmir dan jamaah sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Adapun atribut yang memiliki gap terbanyak yaitu atribut no 4 dengan gap -0,8
tentang fasilitas masjid sehingga perlu peningkatan yang tinggi terhadap fasilitas masjid
yang disediakan. Gap terbanyak kedua aadalah no 11 dengan gap -0,5 tentang keamanan
masjid. Sehingga dua hal tersebut yaitu fasilitas dan keamanan masjid perlu ditingkatkan.
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Analisis Data Metode Importance and Performance Analysis (IPA)

Metode analisis yang kedua adalah metode Importance and Performance Analysis
(IPA). Metode ini berfungsi untuk mengetahui prioritas utama atribut yang harus dlakukan
perbaikan, di mana hasil dari metode analisis ini diinterpretasikan ke dalam kuadran empat
dimensi yang tertuang dalam diagram kartesius. Adapun 4 dimensi tersebut adalah:

1. Kuadran A menunjukkan bahwa tingkat kepentingan atribut pelayanan dianggap
tinggi bagi responden akan tetapi kenyataan yang dirasakan belum sepenuhnya
terpenuhi sehinggakonsumen belum puas dan menjadi prioritas utama untuk
ditingkatkan

2. Kuadran B menunjukkan bahwa tingkat kepentingan atribut tinggi dan kinerja
yang dilakukan juga tinggi sehingga konsumen puas dan kinerja dalam atribut ini
harus dipertahankan.

3. Kuadran C menunjukkan bahwa atribut dianggap kurang penting dan juga kinerja
rendah sehingga prioritas peningkatan rendah

4. Kuadran D menunjukkan bahwa atribut dianggap kurang penting akan tetapi
kinerja tinggi sehingga konsumen sangat puas dan hal ini berlebihan.

Sebelum menuju pembahasan hasil metode IPA dalam bentuk diagram kartesius,
penyusun akan memberikan hasil tingkat kesesuaian antara harapan konsumen dan kinerja

takmir masjid Di wilayah Yogyakarta dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Kesesuaian

Tingkat Kesesuaian
Atribut Tingkat
Kinerja | Harapan | kesesuaian

1 33 34 97%
2 31 33 94%
3 33 32 103%
4 27 35 77%
5 36 36 100%
6 34 36 94%
7 35 37 95%
8 33 35 94%
9 33 35 94%
10 33 35 94%
11 31 36 86%
12 30 34 88%
13 32 35 91%
14 32 35 91%
Total 453 488 93%
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Tabel tingkat kesesuaian atribut menjelaskan tentang presentase kesesuaian antara
kinerja dengan harapan konsumen dan menghasilkan bahwa kesesuaian kinerja dengan
konsumen secara keseluruhan mencapai 93% sehingga disimpulkan bahwa kinerja masih
belum mencapai harapan konsumen sepenuhnya. Kemudian apa saja atribut yang harus
ditingkatkan akan dilihat dari diagram kartesius.

Adapun hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebagai berikut :

3,8
- A - B
o 3,6 o 11 @6 @5
=
< 35 0 4 138140l ©89&10
[a'q
S 34 o1
=
3,3 02
3,2 ‘ : o3 D
3,1
2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7
PERFORMANCE

Diagram tersebut menunjukkan bahwa :

1. Atribut 4, 11, 13 dan 14 berada di kuadran A yang menunjukkan bahwa
atribut tersebut menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan.

2. Atribut 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 berada di kuadran B yang menunjukkan bahwa
atribut tersebut sedah bagus pelaksanaannya dan hendknya dipertahankan

3. Atribut 2 berada di kuadran C yang menunjukkan bahwa atribut tersebut
tidak dianggap begitu penting oleh responden dan kinerja rendah sehingga
prioritas peningkatan rendah.

4. Atribut 1 dan 3 berada di kuadran D yang menunjukkan bahwa kinerja dalam
atribut tersebut sangat bagus bahkan berlebihan.
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E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis servqual rata-rata gap antara harapan dan kinerja masih bernilai
negatif. Hanya satu yang bernilai positif yaitu atribut nomor 3 tentang tempat parkir yang
cukup. Kemudian ada satu atribut yang bernilai nol yaitu atribut no 5 tentang keramahan
takmir dan jamaah masjid sehingga dapat disimpulkan bahwa keramahan takmir dan jamaah
sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Adapun atribut yang memiliki gap terbanyak yaitu atribut no 4 dengan gap -0,8
tentang fasilitas masjid sehingga perlu peningkatan yang tinggi terhadap fasilitas masjid
yang disediakan. Gap terbanyak kedua aadalah no 11 dengan gap -0,5 tentang keamanan
masjid. Sehingga dua hal tersebut yaitu fasilitas dan keamanan masjid perlu ditingkatkan.

Kemudian berdasarkan analisis IPA diperoleh bahwa atribut 4, 11, 13 dan 14 berada
di kuadran A yang menunjukkan bahwa fasilitas masjid, keamanan masjid dan empati takmir
terhadap jamaah menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Kemudian atribut yang sudah
bagus pelayanannya adalah atribut 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tentang profesionalitas takmir dan rasa
tanggung jawab.
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Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam
pengentasan kemiskinan di masyarakat. Namun, hal ini belum sesuai
dengan hasil yang diharapkan. Nyatanya masih banyak sekali
program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak
berjalan berkelanjutan secara mandiri, hal ini disebabkan oleh
banyak faktor terutama oleh sumber dana yang belum dikelola secara
maksimal. Tujuan utama adanya penelitian ini untuk membahas
terkait bagaimana Yayasan PDHI mampu memberdayakan
masyarakat dengan dana filantropi secara produktif bukan konsumtif
atau yang biasa disebut dengan istilah Islamic Social Enterprise (ISE)
bagi kebermanfaatan masyarakat yang berkelanjutan. Metode
penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan data
primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan
pihak Yayasan PDHI dan beberapa mitra atau lembaga di bawah
naungan Yayasan PDHI. Sedangkan data sekunder didapat dari
dokumentasi laporan kegiatan dan program - program di Yayasan
PDHI. Waktu pengambilan data dalam penelitian ini yaitu bulan
Desember 2022 sampai Februari 2023. Penelitian ini menggunakan
teknik interaktif yaitu melalui wawancara dan non interaktif melalui
dokumentasi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa program - program yang
dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini memberikan pemberdayaan
masyarakat secara mandiri dan  berkelanjutan  dalam
keberlangsungan program melalui kegiatan ekonomi pada mitra atau
lembaga dibawah naungan yayasan melalui sistem otonomi yang
dilaksanakan oleh pihak Yayasan PDHI. Dengan menerapkan prinsip
dasar bahwa Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI ini
harus mengarah pada al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta
menerapkan rasa kemaslahatan umat dalam setiap program
kegiatanya.

Keywords: Islamic Social Enterprise, pemberdayaan masyarakat,
kemiskinan, ekonomi

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi rasio
gini atau ketimpangan belanja, meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menumbuhkan
usaha mikro dan kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, DIY sebenarnya merupakan
provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 11,7% padahal persentase
penduduk nasional sebesar 9,41, ditambah dengan masalah ketimpangan pengeluaran antar
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kelompok orang atau dengan pengukuran indeks gini tertinggi. BPS menyatakan sepanjang
Maret 2019, Provinsi DIY tercatat sebagai daerah dengan rasio gini tertinggi di Indonesia.
Ketimpangan di DIY tercatat sebesar 0,423 poin. Situasi jumlah penduduk miskin dan rasio
gini yang tinggi bahkan tertinggi secara nasional, tentu menjadi perhatian bahkan perhatian
serius bagi pemerintah DIY dan kabupaten/kota di DIY. Dengan indeks gini ratio yang
tinggi, tentunya harus ada solusi kebijakan yang mendasar dan inovatif dari Pemerintah DIY
bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat saat ini memiliki sebuah permasalahan yang sangat kompleks.
Bukan hanya dari sisi proses pengelolaannya saja namun banyak hal yang perlu unuk di
kembangkan menjadi sebuah sistem pengelolaan masyarakat yang jauh lebih baik. Saat ini
pemberdayaan masyarakat yang justru mengandalkan dana filantropi atau yang biasa disebut
dengan dana donasi. Dari berbagai program — program pemberdayaan masyarakat yang
sudah dijalankan hal ini justru membuat masyarakat selalu mengandalkan dana donasi dari
jama’ah dan donasi dari orang lain. Akhirnya hal ini berakibat adanya perlombaan atau
kompetisi untuk mendapatkan donasi dari masyarakat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat
ini perlu memiliki program atau sistem pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan awal
adanya sebuah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat
membutuhkan notif penerimaan dan untuk menjalankan program — program pemberdayaan
itu melalui konsep Islamic Social Enterprise (ISE).

Jenis lembaga ini didirikan dari modal (berupa barang atau uang) yang dikumpulkan
melalui infak dan sedekah. Islamic Social Enterprise (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat
yang membutuhkan dengan menawarkan barang dan jasa dengan harga dan biaya yang
terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya sendiri. Islamic
Social Enterprise (ISE) yang begitu kreatif dan lebih menarik, namun masih jauh dari cukup.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemberdayaan masyarakat ini didasarkan atas
keadaan sosial di masyarakat namun hal itu tidak menjalin terjadi sebuah pemberdayaan
masyarakat dan kemandirian secara berkelanjutan. Hal itulah yang akhirnya muncul istilah
Islamic Social Enterprise (ISE) dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan alasan dan
tujuan yang kuat. Dengan modal pemberdayaan masyarakat berupa dana sosial dengan
menawarkan konsep bahwa dana donasi yang didapatkan tidak langsung untuk
didistribusikan namun dikelola terlebih dahulu dalam bentuk bisnis sehingga bisa menjamin
keberlangsungan program sehingga bisa membuat sebuah lembaga pemberdayaan
masyarakat lebih mandiri dan tidak mengandalkan dana donasi yang didapatkan suatu
individu maupun kelompok masyarakat.

Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) merupakan sebuah Yayasan yang
didirikan atas dasar aspek pemeliharaan ukhuwah Islamiyah secara luas, demi usaha — usaha
dalam mencapai haji yang mabrur, pemanfaatan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat,
menggerakkan thalabul ilmi dan amal, pelopor kerja — kerja kolektif dan amal jariyah serta
tidak adanya campur tangan urusan politik dengan menitik beratkan pada persoalan
kerohanian. Yayasan PDHI ini merupakan sebuah Yayasan yang lahir atas keinginan untuk
menjadi haji yang mabrur pada tahun 1952 sebanyak 31 orang jamaah Haji mencetuskan ide
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untuk membentuk sebuah perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan keagamaan,
pendidikan dan sosial kemasyarakatan jamaah Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terkait bagaimana Yayasan Persaudaraan
Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) ini bisa mengelola dana filantropi secara produktif bukan
konsumtif dalam proses pemberdayaan masyarakat bagi jama’ah pada Yayasan PDHI
ataupun bagi masyarakat umum. Penelitian ini sangat penting dilakukan pada Yayasan PDHI
yang merupakan sebuah Yayasan yang usianya sudah cukup lama. Perkembangan Yayasan
PDHI dan eksistensinya yang terus meningkat sehingga menimbulkan ketertarikan bagi
peneliti untuk mengkajinya berdasarkan perspektif pengelolaan dana filantropi dalam proses
pemberdayaan masyarakat. Hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui program —
program kegiatan yang telah direalisasikan oleh PDHI dalam berbagai bidang sosial maupun
ekonomi menggunakan dana filantropi produktif atau konsumtif. Dari latar belakang dan
permasalahan tersebut, maka penelitian ingin menganalisis bagaimana proses pemberdayaan
masyarakat yang berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) dalam melaksanakan berbagai
program kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pada Yayasan PDHI Yogyakarta.

B. Kajian Literatur

Islamic Social Interprise (SE)

Secara umum, SE dapat didefinisikan terutama sebagai tujuan sosial di mana surplusnya
terutama diinvestasikan kembali untuk tujuan tersebut dalam bisnis atau masyarakat,
daripada didorong untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham seperti di sektor
swasta (Spear, Cornforth & Aiken, 2009; Kantor Kabinet, 2006; Kerlin, 2006; DTI, 2002).
Islamic Social Enterprise adalah sebuah entitas berbasis Islam yang memperoleh (dalam
bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber Amal Islam (melalui wakaf, sedekah
hibah dan gardh) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan
tujuan untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama
mempertahankan kontribusi dalam waktu yang lama (Mohd Abid Boulven, dkk 2018).

Islamic Social Enterprise merupakan sebuah organisasi nirlaba yang menghimpun zakat,
infag, shadagah dan wakaf dan memenuhi kriteria wirausaha sosial mengadopsi pendekatan
kewirausahaan, mengambil tindakan langsung untuk mendapatkan pendapatan, mencapai
misi sosialnya dan menciptakan multiplier effect yang besar tetapi distribusi keuntungan
terbatas (Sri Rahayu H, 2019). ISE mempekerjakan pekerja dengan upah minimum untuk
menjalankan kegiatan usahanya yang juga menjadi bagian dari kontribusinya dalam
memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Dalam hal perbedaan antara SE dan ISE, diyakini bahwa ISE beroperasi dengan tambahan
prinsip dan nilai Islam dibandingkan dengan SE. Ada tiga konsep Islam penting yang erat
kaitannya dalam setiap organisasi Islam termasuk ISE, yaitu: (i)al-falah (sukses dunia dan
akhirat); (ii)maslahah (kepentingan umum); dan (iii)maqasid syariah (tujuan Islam). Dalam
hal ini, tujuan utama setiap organisasi Islam termasuk ISE adalah untuk mencapainya al-
falah.
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Istiyani (2020) mengkaji proses pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung
melalui pengembangan desa wisata termasuk bentuk pemberdayaan masyarakat dan hasil
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Hasil dari analisis yang dilaksanakan di temukan
bahwa beberapa kegiatan di desa dapat mendukung pengembangan desa wisata di Desa
Sukawening, antara lain beternak kelinci, budidaya edamame, sandal, dan kegiatan budaya
yang dikelola oleh tim Sarapala. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa
wisata berimplikasi pada ketahanan budaya daerah berupa penguatan budaya khususnya
panahan dan beberapa perubahan nilai sosial dan lingkungan.

Mohiuddin (2017) menganalisis bagaimana Islamic Social Enterprise (ISE) dapat
berkontribusi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektor ketiga. Temuan yang ada
menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh harus menyediakan lingkungan hukum dan
peraturan yang terpisah untuk perusahaan sosial yang berbasis islam untuk tumbuh dalam
ukuran dan skala. Selain itu, kertas itu datang dengan tiga tema yang dapat memberikan
pedoman penting bagi Islam Bangladesh perusahaan sosial untuk meningkatkan operasi dan
efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa Islamic Social Enterprise (ISE) adalah sebuah entitas
yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai Islam
(Kamaruddin dan Auzair, 2018).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru
pembangunan, yakni bersifat people centered (berpusat pada manusia), Participatory
(partisipatif), empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan) (Purbathin,
2010). Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling
membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan
yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi
merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan
silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan
berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip ukhuwah, Prinsip ta’awun,
dan prinsip persamaan derajat antar umat manusia.

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan
kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi aras sosial, ekonomi, budaya, politik, dan
kelembagaan. Dalam sebuah makalah yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam
Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi” Hutomo, Mardi Yatmo (2000).
Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (1982), kata empower
mengandung dua pengertian, yaitu: (1) To give power atau authority to atau memberi
kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) To give
ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau kepercayaan.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang
rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau
kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat
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bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup
yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitataif yang dengan desain penelitian berbasis
grounded theory yang digunakan untuk mendapatkan teori umum dari sebuah proses,
tindakan, atau interaksi dari sudut pandang subjek penelitian (Merlyn Mourah Karuntu,
2022). Dengan desain ini peneliti berusaha mendapatkan pandangan baru terkait dengan
sistem pengelolaan Yayasan PDHI yang sesuai dengan prinsip organisasi saat ini yaitu
Islamic Social Enterprise (ISE). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam,
menguraikan fenomena yang ada pada program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Islamic
Social Enterprise (ISE). Untuk dapat memberikan gambaran pada Yayasan Persaudaraan
Djama’ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.

Obyek dari penelitian ini sendiri yaitu program pemberdayaan masyarakat di Yayasan
PDHI Yogyakarta, Sasoworo, Alun — alun Utara, Yogyakarta 5512 terkait dengan kegiatan
Pemberdayaan masyarakat Islamic Social Enterprise (ISE) terhadap beberapa lembaga atau
mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI Yogyakarta di bidang sosial maupun ekonomi.
Subjek penelitian merupakan sumber data dari beberapa lembaga yang dinaungi oleh
Yayasan Persaudaraan Djama’ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta yang dapat
memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik
pengambilan subjek penelitian yaitu purposive sampling dipilih dengan pertimbangan dan
tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Peneliti mengambil sebanyak 6 sampel dari banyaknya
lembaga yang ada di bawah Yayasan PDHI Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada tabel
1.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO | BIDANG LEMBAGA & KEGIATAN TEMPAT
. Sasoworo, Alun —alun
Pengurus Sekretaris Umum Utara, Yogyakarta 5512
L :g;l/_zilsan Ketua Departemen Pemberdayaan | Sasoworo, Alun — alun
Ekonomi Utara, Yogyakarta 5512
JI. Gandu, RT.05/RW.08,
Gandu, Sendangtirto, Kec.
5> | pendidikan MA dan MTS lbnul Qoyyim Berbah, Kabupaten
Bantul (PPIQ Putri) Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55573
3 | sosial Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati | Klaci I, Margoluweh Kec.
PDHI Seyegan Kab. Sleman DIY
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NO | BIDANG LEMBAGA & KEGIATAN TEMPAT
JI. Playen Paliyan,
Banaran, Playen, Kec.

Islamic Centre Playen, Playen, Kabupaten

Gunungkidul Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
55861

4 | Dakwah

Kompleks Perum
Wirokerten, Jogoragan,

Islam Centre Cangkringan Banguntapan, Balong Lor,

Sleman (TK RA PDHI) Potorono, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
55196

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif
dan teknik non interaktif. Dimana teknik interaktif dilakukan melalui wawancara, sedangkan
teknik non interaktif dilakukan melalui dokumentasi. Tahapan dalam analisis penelitian ini
adalah pengumpulan data (Data Collection) Data dikumpulkan dari metode yang digunakan
yaitu wawancara dan juga berlari, display data (Data Display) melalui Penyajian data ini,
data akan lebih terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah
dipahami (Sugiyono, 2013), kondensasi data (Data Condentation) Kondensasi atau
pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi
dan/atau mengganti data yang muncul dari hasil catatan lapangan, transkrip wawancara,
dokumen dan data empiris lain, sehingga data menjadi lebih padat, dan penarikan
kesimpulan dan verifikasi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak
diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut.
Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam
kehidupan masyarakat. Adanya peran Islamic Social Enterprise (ISE) yang memiliki peran
fungsional untuk menghasilkan kekayaan untuk tujuan masyarakat, baik dalam bentuk
independen kecil ataupun sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam proses
pengelolaan dana filantropi. Islamic Social Enterprise (ISE) memenuhi kebutuhan
masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu membentuk sebuah
keahlian yang mampu memenuhi kebutuhan menawarkan baik berupa barang dan jasa
dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk
keberlanjutannya usahanya. Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda
YHS (2022) menyampaikan bahwa:
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“...Yayasan ini ada berkat adanya keluhan dari beberapa jamaah haji di
daerah Yogyakarta terutama daerah Bantul saat itu, begitu pula dengan
adanya pemberdayaan masyarakat ini juga diawali dengan adanya keluh
kesah yang dirasakan masyarakat yang disampaikan ketika kegiatan
pengajian rutin Yayasan PDHI ini. Sehingga secara tidak langsung banyaknya
jamaah Yayasan PDHI ini dimulai dari kegiatan dakwah.”

Dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga di awali
dengan sebuah pengajian rutin di masyarakat yang diadakan oleh jamaah Haji di daerah
Yogyakarta. Diawali dengan kegiatan dakwah semua pemberdayaan masyarakat didasarkan
atas rasa taqwa dan ukhuwah islamiyah yang sangat kuat. Yayasan PDHI menyelenggarakan
kegiatan dakwah guna menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya.
Dalam proses pemberdayaan masyarakat Yayasan PDHI juga memiliki beberapa step
mensukseskan pemberdayaan dan juga mewujudkan sistem kemandirian yang ada pada
masyarakat. Hal terpenting dari proses pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan bentuk
pendampingan yang dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI. Hal ini sesuai dengan apa yang
telah disampaikan oleh ketua departemen pemberdayaan ekonomi di Yayasan PDHI H. M.
Arif S.E (2023).

“...Saat ini di PDHI bisa dikatakan sudah memiliki rencana terkait dengan
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi meskipun memang belum
terlaksana 100%, ... Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala
seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Yayasan PDHI”

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Yayasan PDHI ini memiliki sebuah sistem pemberdayaan yang sangat unik. Hal ini
dibuktikan dengan adanya sistem kemandirian pada semua lembaga atau mitra yang
dinaungi oleh Yayasan PDHI ini. Hal ini dikarenakan Yayasan PDHI menggunakan istilah
otonomi dalam proses pemberdayaan masyarakatnya. Dari semua unit atau lembaga yang
dinaungi oleh Yayasan PDHI ini beberapa di antaranya memiliki sebuah profit. Namun,
profit yang di dapatkan oleh lembaga yang di bawah naungan Yayasan PDHI ini tidak ada
sistem bagi hasil antara Yayasan PDHI dengan pihak lembaga dibawah naungan Yayasan
PDHI. Walaupun menurut Karl Marx dalam Mardi (2000), pemberdayaan masyarakat
adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak
normatifnya.

Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H.
Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa:

“... dalam proses pengelolaan unit — unit usaha atau kegiatan di bawah
naungan Yayasan PDHI ini semua diberdayakan secara mandiri melalui
usaha yang ataupun donasi yang diperoleh dalam proses kegiatannya, hal
ini karena Yayasan PDHI ini menerapkan sistem otonomi untuk seluruh unit
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— unit kegiatan atau usaha baik dari kegiatan di bidang ekonomi, sosial,
pendidikan ataupun dakwah. «

Adanya Yayasan PDHI sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat ini membuat
terjadinya sebuah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.
Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda
YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa:

“... dalam proses pengelolaan dana donasi yang diperoleh dari kegiatan

dakwah Yayasan PDHI berupa kajian rutin untuk jama’ah Yayasan PDHI.

Biasanya dana yang dihimpun merupakan dana sedekah dan infaq akan

didistribusikan secara langsung kepada pihak atau unit — unit kegiatan di

bawah naungan Yayasan PDHI secara langsung.”

Sebagaimana diketahui, sebagian besar pengurus Yayasan PDHI merupakan tokoh
yang telah berumur. Kegiatan-kegiatan di Yayasan PDHI lebih banyak terfokus pada kajian
keislaman normatif, sehingga terjadi kesenjangan dengan generasi muda. Di samping itu,
sosialisasi yang masih kurang membuat banyak kalangan, khususnya anak muda kurang
merespon keberadaan Yayasan PDHI.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan Negara,
pemberdayaan masyarakat bukan sekedar konsep ekonomi tetapi secara implisit
mengandung arti menjunjung tinggi demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi
berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dalam upaya pemberdayaan
masyarakat, tujuan utamanya adalah:
a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk selalu
mampu dalam berkembang
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang melalui berbagai bantuan
pembiayaan, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik dan sosial, serta
pengembangan kelembagaan di daerah tersebut.
c. Melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak
seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Konsep Islamic Social Enterprise

Definisi ISE sebagai: “Entitas berbasis Islam yang memperoleh pendanaan (dalam
bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber amal Islam (melalui wakaf, sadagah,
hibah, dan gard) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan
tujuan untuk berkontribusi kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama
mempertahankan kontribusi dalam jangka panjang.”

Terdapat tiga aspek dalam mengkonseptualisasikan ISE dari perspektif Islam yaitu:
Tujuan sosial, diyakini bahwa beberapa prinsip dan nilai Islam yang berkaitan dengan tujuan
atau kegiatan sosial dapat dimasukkan menjadi tujuan sosial Islam ISE. Ini termasuk
ta'awanu alal birri wattaqwa (kerja sama Islam), amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan
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kebaikan dan melarang kejahatan atau dikenal dengan jihad), fastabiqul khairat (bersaing
dalam melakukan kebaikan) dan maslahah ummah (kepentingan umum) untuk tujuan sosial
Islam (Kamaruddin & Auzair, 2018; Mohamed et al., 2016).

Islamic Social Enterprise (ISE) sebagai lembaga Islam harus didasarkan pada ibadah
atau ketaatan kepada Allah SWT dan beroperasi berdasarkan ajaran Islam (Ahmad, 1988).
Hal ini sesuai dengan prinsip Yayasan PDHi yang selalu mengutamakan ibadah di dalam
proses semua kegiatan yang dijalani. Pencapaian tertinggi dari pendirian Islamic Social
Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI adalah pencapaian al-falah, mengikuti tujuan pendiri
dan pemangku kepentingan lainnya. Al-falah dapat diartikan sebagai kesuksesan di dunia
dan akhirat. Segala bentuk usaha di dunia ini harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan
di akhirat karena dunia ini (semua perbuatan baik) adalah jembatan menuju kesuksesan di
akhirat (Akram Khan, 1994).

Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI juga terlibat dalam bisnis sosial,
dana amal Islam harus dikelola dengan baik dan hati-hati atas dasar kepercayaan. Tindakan
moderat ini telah dinyatakan dalam ayat berikut:

Lol 38 Gl (4 &5 13 a5 138 504 a1 1380 Ty Gaall g

“Dan [mereka] adalah orang-orang yang, ketika mereka
membelanjakannya, tidak melakukannya secara berlebihan atau
hemat, tetapi selalu, di antara itu, [secara adil] sedang-sedang
saja” (Al-Furgan 25:67).

Magqasid Syariah Dasar Islamic Social Enterprise

Magasid syariah atau tujuan hukum Islam digunakan secara luas untuk memandu
keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam
masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (magasid
syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia,
dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006). Dalam
proses wawancara ibu Dian Rahmawati. S.Pd selaku Kepala RA PDHI Bantul, Yogyakarta
menyampaikan bahwa:

“... bentuk adanya Yayasan PDHI Yogyakarta ini memiliki peran penting
di masyarakat yaitu adanya sistem Islamic Social Enterprise yang
diwujudkan dengan bentuk RA PDHI ini yang dipercaya masyarakat
sebagai lembaga pendidikan yang sudah dipercaya sejak belasan tahun
lama dengan tingkat pendidikan yang baik namun dengan biaya yang bisa
dikatakan rendah, bahkan bagi siswa siswi yang menunggak pun tidak akan
dikenakan denda ataupun dampak dari hal tersebut dalam proses belajar
mengajar, hal ini kembali pada prinsip utama Yayasan PDHI bahwa semua
kebaikan ini demi maslahat umat.”
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Islamic Social Enterprise (ISE) yang terjadi pada Yayasan PDHI ini mampu
memberikan pemberdayaan, dengan sistem monitoring melalui sebuah kegiatan yaitu
pengajian rutin. Dalam proses ini bukan hanya ada ikatan batin yang terjalin tapi juga
membuat ukhuwah islamiyah dan juga silaturahmi yang terjalin dengan baik. Hal ini
memberikan dampak yang luar biasa bagi para jama’ah di Yayasan PDHI ini berupa relasi
dan perjalanan perekonomian. Rasa saling menolong dan menghormati merupakan hal yang
lahir dari rasa saling menghormati dan rasa kepemilikan yang luar biasa.

Kerangka Islamic Social Enterprise (ISE)

Menurut Yunus dan Weber (2009) Islamic Social Enterprise (ISE) ini dibagi menjadi
dua jenis yaitu Islamic Social Enterprise (ISE). ISE Tipe | menggunakan keuangan mikro
Islam yang efisien dan ekstensif Qard Al-Hasan dana melalui ISE harus memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. ISE Tipe Il Lembaga
keuangan Islam maupun organisasi amal Islam dapat mengumpulkan dan memanfaatkan
secara efisien sumbangan wajib Islam serta sumbangan opsional, seperti, Zakat, Wakaf,
Sadagah Dan dana amal lainnya. Meskipun dana tersebut dapat digunakan untuk
memecahkan masalah sosial, namun tidak boleh terbatas pada penyelesaian masalah sosial
dan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat dari beberapa tipe lembaga amal sosial Yayasan PDHI ini justru memiliki
tipe ke duanya yaitu Islamic Social Enterprise (ISE) Tipe | yang mana bisnis atau usaha akan
dilaksanakan oleh sekelompok pengusaha profesional, yang akan membiayai bisnis tersebut,
tetapi tidak berhak atas keuntungan apa pun. Tipe Il yaitu usaha yang berorientasi
keuntungan yang dimiliki olen masyarakat miskin dan kurang mampu untuk
memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri. Hal inilah yang membuat
Yayasan PDHI ini memiliki standar Islamic Social Enterprise (ISE) bagi pengelola dana
amal di masyarakat dengan tujuan demi kemaslahatan umat tanpa adanya keuntungan yang
diambil oleh pihak pemangku kepentingan di Yayasan PDHI Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti
saat ini, konsep pemberdayaan masyarakat pada yayasan PDHI berbasis Islamic Social
Enterprise (ISE) ini memiliki peran unik yakni memiliki dua peran secara formal dan non
formal. Peran formal dengan mendirikan lembaga pendidikan pesantren dan sekolah,
sedangkan peran non formal dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin di berbagai
wilayah.

Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Risdiana (2017),
analisis pada Yayasan PDHI “Peran PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam
Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia)”
menemukan bahwa PDHI cukup aktif berpartisipasi dalam membangun peradaban,
meskipun pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya masih relatif sederhana. Hal ini
dibuktikan dengan Yayasan PDHI telah menginisiasi pembangunan masjid di berbagai
daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan mendirikan pendidikan
rumabh sakit, pusat Islam dan panti asuhan.

Pada penilitian yang dilakukan ini memiliki sebuah Magasid syariah dalam Islam
digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama
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ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu.
Tujuan utama dari syariah (magasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan
mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke
jalan yang terbaik (Laldin, 2006).

Hal ini justru berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh M Ikmal Hisyam
Kamarudin (2019) dari USIM menganalisis sebuah tujuan untuk menyajikan model
akuntabilitas keuangan Islam yang terintegrasi. Dengan menggunakan ketiga aspek
akuntabilitas yaitu: (i) akuntabilitas kepada siapa (kelompok akuntabilitas); (ii) akuntabilitas
untuk apa (dimensi akuntabilitas); dan (iii) akuntabilitas tentang bagaimana (alat dan proses
akuntabilitas) diintegrasikan ke dalam satu model. Pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga bisa dikatakan salah satu proses dengan tujuan
untuk bisa mensejahterakan masyarakat dari sisi sosial maupun ekonomi secara mandiri
tanpa bergantung terhadap orang lain di sekelilingnya. Sedangkan dari sisi Islamic Social
Enterprise (ISE) di Yayasan PDHI ini berupa pengelolaan dana filantropi demi kepentingan
maslahah umat dengan tujuan yang dicapai yaitu falah.

E. Kesimpulan

Islamic Social Enterprise (ISE) diyakini harus mengarah pada al-falah yang
berpedoman pada maqasid syariah. Pemberdayaan masyarakat berbasisi Islamic Social
Enterprise ini memiliki peran dengan bentuk kegiatan perekonomian yang mampu
menyokong kegiatan sosial di lembaga — lembaga atau mitra yang dimiliki oleh Yayasan
PDHI. Yayasan PDHI Yogyakarta memiliki sistem berdayaan secara mandiri terhadap semua
mitra atau lembaga yang dinaunginya. Tujuan pemberdayaan masyarakat di PDHI kepada
jama’ah yaitu mampu berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan,
pembangunan sarana dan prasana, dan kelembagaaan.

Pencapaian tertinggi dari pendirian Islamic Social Enterprise (ISE) Yayasan PDHI
sebagai yayasan sosial adalah pencapaian al-falah yang didasarkan pada ibadah atau ketaatan
kepada Allah SWT. Magqasid syariah digunakan secara luas untuk memandu keputusan
hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam jama’ah yang
mungkin tidak ada di masa lalu. ISE pada Yayasan PDHI memiliki sebuah tujuan untuk
menciptakan kemandirian, mengentaskan kemiskinan dan memecahkan masalah sosial.
Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI ini juga memiliki dua tipe jenis yaitu
membiayai bisnis yang dilaksanakan tapi tidak berhak atas keuntungan nya dan orientasi
keuntungan untuk memberdayakan masyarakat miskin secara mandiri
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Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki
banyaknya penduduk muslim di dunia. Namun, yang perlu disadari
adalah tidak semua daerah yang ada di Indonesia merupakan
mayoritas penduduknya muslim, salah satunya adalah Kota Manado
tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Tercatat dalam data
pemerintahan di Kota Manado oleh Kanwil Kemenag pada tahun
2020 penduduk yang beragama Islam hanya 212.021 dari total
penduduk 548.361. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang
beragama muslim hanya sekitar 38,7% dari total keseluruhan
penduduk. Hal ini membuat masyarakat muslim harus lebih bersikap
kritis, selektif, dan memiliki ketelitian dalam membeli makanan
olahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
persepsi pedagang makanan non-halal terhadap konsumen muslim
dan penerapan label non-halal di Kota Manado. Jenis penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diambil
secara purposive sampling. Sampel diambil dari 27 orang responden,
mencakup pedagang makanan non-halal, pedagang makanan muslim,
masyarakat lokal non-muslim, dan masyarakat muslim yang menetap
di Kota Manado yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan
Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan
Mapanget. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa
masih rendahnya kesadaran terkait makanan halal pada masyarakat
muslim dan non-muslim di Kota Manado. Kemudian untuk penerapan
label ‘“non-Halal” dianggap penting sebagai identitas pedagang
makanan non-halal, tetapi belum ada yang menerapkannya. Banyak
dari pedagang makanan non-halal yang menggunakan label sesuai
dengan keinginan mereka masing-masing. Bahkan, ada yang tidak
menggunakan identitas sama sekali terkait menu makanan yang
dijual. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi
terkait makanan halal di Kota Manado

Keywords: Halal, non-halal, muslim, konsumen, manado, label halal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara Asia terbesar dengan jumlah pulau, penduduk,
suku, adat, dan budaya di dalamnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indonesia tercatat
memiliki 34 provinsi dengan jumlah 16.766 pulau yang tersebar. Dilansir dari laporan The
Royal Islamic Studies Centre atau MABDA yang berjudul The Muslim (2022) Indonesia
juga terkenal menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di
dunia. Dengan jumlah yang mencapai hingga 231.000.000 jiwa penduduk. Dari data di atas
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menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara muslim yang memiliki banyak penduduk
muslim. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia setara dengan 86,7% dari total
populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan, penduduk muslim di Indonesia memiliki
jumlah sebesar 11,92% dari total populasi di dunia (Kusnandar, 2021). Namun yang harus
disadari adalah dengan banyaknya populasi penduduk masyarakat muslim di Indonesia,
tetapi tidak semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim.
Karena ada beberapa provinsi atau pulau yang mayoritas penduduknya adalah non- muslim
(Ngantung, 2022). Menurut Sistem Elektronik Dukcapil, Kemendagri, Kanwil Kemenag
Provinsi Sulut pada tahun 2020 terdapat jumlah penduduk Kota Manado yang didominasi
oleh masyarakat yang beragama non-muslim, yaitu Kristen 306.262 jiwa, Katolik 23.311
jiwa, Hindu 2.403 jiwa, Buddha 3.327 jiwa, Konghucu 1.037 jiwa, dan yang beragama Islam
sebanyak 212.021 jiwa. Dari data di atas terlihat bahwa Kota Manado menjadi salah satu
kota yang di dominasi oleh masyarakat non-muslim.

Apalagi dapat dikatakan bahwa makanan adalah suatu kebutuhan primer yang diperlukan
oleh setiap manusia untuk tetap bertahan hidup. Makanan merupakan asupan untuk
memberikan energi pada tubuh manusia agar tetap bisa beraktivitas setiap harinya. Hal ini
pun juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur makanan yang masuk dalam tubuh umat
Islam haruslah halal dan thayyib (baik) dengan menghindari segala hal yang haram. Hal ini
karena segala makan halal dan haram akan mempengaruhi terhadap sikap dan juga akhlak
seseorang (Ali, 2016).

Menurut Sarifah (2021) dalam mengkonsumsi suatu makanan, tidak adanya toleransi
yang diberikan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Karena yang haram akan tetap
menjadi haram, baik itu dikonsumsi walaupun hanya sedikit maupun banyak. Sehingga,
sudah menjadi suatu keharusan bagi umat muslim untuk lebih selektif dalam memilih
makanan halal yang akan dikonsumsi. Karena yang harus diperhatikan adalah bagaimana
proses pengolahan produk yang tidak tercampur dengan bahan non-halal mulai dari awal
produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Ditengah perbedaan yang ada antara umat muslim dan non-muslim adanya Lembaga
Pengkaji Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga khusus yang
memberikan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan peraturan dan ketetapan
undang-undang yang telah dibuat. Pada peraturan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Jaminan Produk Halal “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal”. Hal ini jelas bahwa dengan adanya sertifikasi halal pada
suatu makanan dan minuman akan memberikan kenyamanan dan rasa aman saat
mengkonsumsinya. Hal ini juga sebagai upaya perlindungan bagi konsumen muslim agar
dapat terhindar dari produk makanan ataupun minuman yang dilarang dalam Islam. Sesuai
dengan Undang-Undang pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dengan penjelasan bahwa setiap konsumen berhak atas rasa kenyamanan, keamanan,
keselamatan, serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari produsen terkait kondisi
barang dan/atau jasa (Sarifah, 2021).
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Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
menjelaskan terkait kewajiban bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki
sertifikasi halal. Pada Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang
diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Sehingga, dengan adanya
UU ini menegaskan bahwa tidak ada lagi kendala bagi para pelaku usaha untuk bisa
mengajukan sertifikasi halal. Namun, ada persyaratan yang harus dipatuhi, yaitu sesuai pada
Pasal 21 dan Pasal 22 ayat 1 Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat
PPPH seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif.
Dengan demikian Pasal pada ayat tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK
untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan syarat mematuhi peraturan bahwa lokasi dan
tempat masak haruslah bersih bebas dari najis dan terpisah dari hal-hal yang haram, seperti
tempat penyimpanan, penyembelihan, alat masak, pengemasan, dan penyajiannya (Sarifah,
2021).

Walaupun sudah adanya kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal, masih banyak
pedagang makanan yang tidak menerapkannya. Termasuk banyaknya para pedagang non-
muslim di Kota Manado yang tidak memperhatikan akan pentingnya mengkonsumsi
makanan halal bagi konsumen muslim yang diakibatkan oleh ketidaktahuan akan standar
halal dalam Islam. Sehingga, dengan hanya berpersepsi standar makanan halal menurut
mereka pada akhirnya yang merasa paling dirugikan adalah konsumen muslim itu sendiri.
Karena sertifikasi halal bukan menjadi opsi pendukung atau tambahan saja. Namun, menjadi
suatu ketentuan yang harus dipatuhi sebagai pedagang makanan dengan semestinya
(Yuwono, 2017). Ketidaktahuan akan makanan halal untuk konsumen muslim merupakan
salah satu faktor utama yang sering terjadi di kalangan pedagang makanan di Kota Manado.
Karena mereka beranggapan bahwa jika tidak menggunakan bahan baku yang haram, maka
makanan tersebut menjadi halal. Padahal untuk memastikan makanan tersebut halal atau
tidak harus dipastikan dari berbagai aspek untuk bisa dikatakan halal sesuai dengan standar
yang telah ditentukan dalam Islam.

B. Kajian Literatur

Dalam pandangan Islam makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus sehat dan
bergizi, namun juga harus halal menurut standar Islam, yaitu halalan thayyiban (halal dan
baik). Karena makanan yang halal sudah pasti baik, namun sebaliknya makanan yang baik
belum terjamin kehalalannya. Kemudian sesuatu yang diharamkan dalam Islam tentu
memiliki kekurangan dan mudharatnya seperti yang sudah kita ketahui ataupun belum.
Namun, dibalik itu semua pasti ada hikmah tersendiri yang tidak kita sadari (Nashirun,
2020).

Menurut Pamela (2018) adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang
dalam mengkonsumsi suatu makanan, pengetahuan, pengaruh teman sebaya, cepat &
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praktis lokasi yang nyaman untuk berkumpul, uang yang dimiliki, rasa makanan yang enak,
merek makanan. Dalam Islam pun mengajarkanuntuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa
dengan harus memperhatikan etika, mengkonsumsi segala hal yang memberikan
kebermanfaatan dan juga kebaikan kemudian menghindari segala hal yang diharamkan.

Igbal et al. (2020) menganalisis tentang persepsi penjual makanan non-halal sebagai
pendatang di Kota Yogyakarta yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim.
Hasil yang didapatkan pada penelitian ini ternyata masih banyak pedagang makanan non-
halal di Kota Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait cara pengolahan
makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Faraudis et al. (2019) mengangkat
topik tentang bagaimana resto club di Bali yang mayoritasnya adalah turis asing dan
masyarakat non-muslim berusaha menerapkan praktik pemisahan bahan makanan antara
halal & haram agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim yang datang
di resto mereka.

Adapun Puspa & Hyangsewu (2021) menganalisis persepsi pedagang terhadap makanan
halal dan pelabelan makanan halal di Bnadung. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan
wilayah yang mayoritas penduduk musli, label halal sangat dibutuhkan dan sangat
membantu dalam pemilihan makanan yang halal. Selanjutnya Sai (2019) melakukan
penelitian lapangan yang bersifat etnografi dengan menggunakan tinjauan dokumen. Pada
penelitian ini berfokus pada bagaimana pengembangan restoran dengan sertifikasi yang
ramah muslim di Taiwan oleh CMA (Chinese Muslim Association) dan bagaimana konsep
hingga praktik layanan ramah muslim yang ditawarkan pada resto tersebut.

Disisi lain Khan (2019) menemukan dalam hasil penelitiannya bahwa ada banyak cara
bagaimana seorang konsumen muslim dapat menentukan restoran tersebut halal atau tidak
dengan tidak adanya logo halal. Kemudian bagaimana konsumen melihat menu dengan hati-
hati. Sehingga pada dasarnya beberapa konsumen sudah menggali informasi secara mandiri
terkait makanan halal dan non-halal di suatu wilayah tertentu. Konsumen tidak akan
mengandalkan logo saja akan tetapi mereka juga berupaya menggali informasi sendiri dalam
pemilihan makanan. Selanjutnya Abror (2021) membahas terkait brand image dari sebuah
rumah makan padang yang ada di Sumatera Barat dan salah satu variabelnya, yaitu
preferensi halal dan ternyata tidak berpengaruh positif terhadap brand image RMP.

Penelitian lain oleh Safitri & Qadariyah (2022; Widiawati & Ridlwan, 2020) mengacu
pada bagaimana persepsi dari konsumen non-muslim pada Rumah Makan Ayam Geprek
Layla yang berpendapat bahwa kurangnya pemahaman terkait sertifikasi halal dan
menyatakan sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi
makanan halal sedangkan dalam widiawati menjelaskan bahwa masih sedikitnya kesadaran
konsumen muslim terkait labelisasi halal pada suatu makanan, sehingga beranggapan tidak
masalah jika suatu makanan tidak ada label halal. Penelitian ini berfokus pada warung makan
yang menggunakan nama yang sarkasme.

Dari beberapa kajian literatur terdahulu tentang persepsi masyarakat dalam pelabelan
makanan halal dan non-halal secara garis besar menunjukkan bahwa pemberian label halal
pada makanan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim yang berkunjung
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ke suatu wilayah non-muslim dalam pemilihan makanan. Disisi lain, pelabelan makanana
halal juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk dan juga
menjadi daya tarik pada suatu brand atau wilayah tertentu.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian, yaitu
field research. Penggunaan metode ini dipilihagar dapat melihat dan mengamati secara
langsung situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini
dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kota Manado. Pengambilan data dilakukan
pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario,Kecamatan Wanea, dan
Kecamatan Malalayang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang makanan non- muslim, pedagang makanan
muslim, masyarakat muslim, dan masyakat non-muslim di Kota Manado. Kemudian, untuk
penarikan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive
sampling. Sampel diambil dari 12 pedagang makanan non-muslim yang menjual makanan
dua menu, 5 pedagang makanan muslim yang menjual makanan umum, 5 masyarakat lokal
non-muslim yang asli Manado, dan 5 masyarakat muslim yang menetap di Manado.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian untuk
teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara,
dan juga dokumentasi. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
data menurutJhon W. Creswell (2014) yang terbagi menjadi enam, yaitu memiliki data yang
didapatkan saat terjun ke lapangan, mempersiapkan dan mengolah data yang telah
didapatkan, screening data, mengklasifikasi data sesuai dengan kategori, menghubungkan
data, dan yang terakhir interpretasi dan

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang
Dilarang dalam Islam

Tabel 1. Pemahaman Responden tentang Makanan Non-halal

Responden Keterangan Persentase
Pedagang Makanan Memahami secaraumum (babi & anjing) 66,7%
Non-Halal Memahami secaraspesifik (ular, tikus, dsb) 33,3%
Pedagang Minuman Dapat memahami Alkohol Diharamkan 25%
Non-Halal Tidak memahami Alkohol Diharamkan 75%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023
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Tabel 1 menunjukkan bahwa responden pedagang makanan non-halal, mayoritas
hanya mengetahui bahwa yang diharamkan bagi konsumen muslim itu hanyalah babi dan
anjing. Untuk masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami
secara spesifik makanan yang diharamkan, seperti ular, tikus, kelelawar dan jenis hewan
lainnya lebih sering ditemukan pada penjual di pasar atau supermarket Manado.

Selanjutnya penggunaan alkohol biasanya hanya diminum langsung atau sebagai salah
satu bumbu penyedap pada daging RW yang digunakan untuk menghilangkan rasa amis dan
memberikan bau dan rasa yang khas. Kemudian untuk responden masyarakat non-muslim
hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami bahwa minuman beralkohol diharamkan
dalam Islam.

Selanjutnya Ada berbagai jenis makanan non-halal di setiap daerah yang
menggunakan penamaan lain. Berikut adalah jenis makanan di Kota Manado yang
menggunakan penamaan lain

Tabel 2. Jenis Makanan Non-halal yang Menggunakan Penamaan Laindi Kota Manado

No Jenis Makanan Keterangan
1. |Ragey Sate babi dengan potongan daging yang cukup besar
_ Daging babi yang dimasak menggunakan bumbu kuning
2. |Tinoransak ataubiasa dibilang juga babi bulu, karena ada juga yang
memasakmenggunakan bulu.
RW (RintekWuuk) RW atau anjing adalah istilah y_ang__blasa digunakan untuk
masakan yang berbahan dasar dari anjing
4. |Panik/ Kalong Jenis makanan yang berbahan dasar dari kelelawar
Sayur ini bisa menjadi haram karena dalam proses
. Sayur Pangi Eegbuatannya biasanya menggunakan campuran daging
abi.
6. [Biapong Ba’ Biapong = Bakpao, sedangkan Ba’ = singkatan babi.
7 Posana Daging babi yang dimasak menggunakan bungkusan daun
8. | Rorona Jeroan babi
9 Ba’ atau Boke Itu istilah lain dari babi
10. | Mie Katan Mie goreng yang ditambahkan toping daging babi
11. [ Nyuknyang Bakso yang terbuat dari daging babi

(Lestary, R.A.D. 2023)

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa masih kurangnya pemahaman
terkait makanan halal yang diketahui olenh masyarakat non-muslim di Kota Manado,
khususnya pedagang makanan non-halal. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Igbal et al. (2020) yang menyatakan masih banyak
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pedagang makanan non-halal di Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait
makanan halal yang diatur dalam Islam. Banyak dari responden non-muslim yang
mengetahui bahwa yang diharamkan dalam Islam hanya sekedar makanan yang
mengandung babi atau anjing.

Kemudian pada penelitian ini pun mendapati bahwa lebih banyak responden
masyarakat muslim yang tidak mengetahui terkait jenis bumbu penyedap makanan yang
mengandung alkohol. Namun sebaliknya, masyarakat non-muslim lebih mengetahui terkait
jenis bumbu penyedap yang mengandung alkohol, seperti rhum, angciu, dan sake yang
biasanya digunakan untuk olahan kue dan masakan dibandingkan dengan masyarakat
muslim. Namun, banyak dari responden non-muslim yang hanya sekedar mengetahui terkait
fungsi dari bumbu penyedap tersebut tanpa tahu bahwa ada kandungan alkohol yang dilarang
untuk dikonsumsi oleh umat muslim.

Hal ini sejalan dengan temuan dari hasil penelitian R. Vindy (2021) yang menyatakan
bahwa dengan adanya jenis makanan asing pada restoran terkini di Bandung, seperti Korean
food dan Japanese food membuat masyarakat belum memahami dengan baik bahwa banyak
dari jenis bumbu untuk menu- menu asing tersebut mengandung alkohol di dalamnya, seperti
mirin, sake, dan gochujang.

Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara

Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam

Tabel 3. Pemahaman Pedagang Makanan Non-halal dan Masyarakat Non-muslim terhadap
cara pengolahan makanan menurut syariat Islam

Dapat Kurang Kurang
Memahami memahami | memahami Kurang
(Tidak (Tidak (Tidak memahami Tidak
Responden | dicampur, dicampur, dicampur (Tahu .
. X ; , . Memahami
pakai alat tapi pakai alat masak | penyembelihan
masak beda, alatmasak | beda, tapil hewan)
beda dapur) sama) dapur)
Pedagang
Makanan 1 orang 2 orang 4 orang 1 orang 4 orang
Non-Halal
Masyarakat
Non muslim 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang
Jumlah
Responden 2 orang 4 orang 4 orang 2 orang 5 orang
Persentase 11,76% 23,53% 23,53% 11,76% 29,41%
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Karena kurangnya pemahaman dari responden masyarakat non-muslim di Kota
Manado, khususnya pedagang makanan non- halal terkait jenis makanan halal, pada
akhirnya mereka juga tidak memahami dengan baik bagaimana cara pengolahan makanan
yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, responden pedagang makanan non-halal
menganggap bahwa walaupun menggunakan alat masak, tempat, dan dapur yang sama
dengan memasak hidangan babi tidak menjadi masalah asalkan tidak menggunakan atau
mencampurkan babi pada masakan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
oleh Faraudis, Andiani, dan Rahmawati (2019) tentang adanya salah satu resto club di Bali
yang berusaha untuk melakukanpemisahan alat masak dan tempat penyimpanan daging babi
dan daging ayam atau sapi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman
kepada konsumen yang datang. Walaupun sebenarnya ada lebih banyak masyarakat non-
muslim dan turis disana.

Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non- Halal

Tabel 4. Sikap Konsumen Muslim dalam Pembelian Makanan

Tidak Pernah
Responden Ada yang Menanyakan Kehalalan
Produk

Pernah Menanyakan
Kehalalan Produk

9 orang 3 orang
- bisa melihat sendiri menu dietalase
- sudah tahu sendiri disitu tempatnon-

PedagangMakanan Non-
Halal

*Konsumen muslim yang halal
datang
MasyarakatNon-muslim 4 orang
*Memiliki temanmuslim - salah satu teman kampus yangmuslim

memaksa makan di tempat non-halal [L 0rang

2 orang
(sudah tahu muslim tapi
tetap bertanya)

3 orang

Pedagang Muslim - sudah tahu muslim

; 2 orang
M kat Musl 3
asyaraxat Musiim - salah satu sungkan bertanya orang
Jumlah Responden 18 orang 9 orang
Persentase 66,67% 33,33%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Dari wawancara pedagang makanan non-halal, masyarakat non- muslim, pedagang

makanan muslim, dan masyarakat muslim yang didapatkan hasil bahwa lebih banyak
responden yang tidak pernah mendapati konsumen muslim yang menanyakan terkait
kehalalan makanan yang dijual. Banyak dari responden yang beranggapan bahwa konsumen
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sudah melihat sendiri menu yang ada di etalase kaca dan sudah mengetahui juga bahwa
tempat tersebut adalah warung makan non-halal.

Pada penelitian ini juga menemukan bahwa masih kurangnya kesadaran
masyarakat terkait makanan halal. Karena ada beberapa pengakuan dari responden pedagang
makanan non-halal bahwa ada saja konsumen muslim yang datang membeli di kedai mereka,
dengan alasan mengambil menu umum seperti ikan dan sayur dan tidak pernah ada
konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan karena mereka sudah
mengetahui sendiri dengan melihat menu yang dipajang di etalase kaca. Hal ini pun selaras
dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiawati, & Ajib (2020) bahwa masih banyak
masyarakat muslim yang tidak memperdulikan kehalalan suatu makanan. Apalagi dengan
tidak adanya labelisasi halal yang membuat mereka beranggapan bahwa tidak masalah jika
mengkonsumsi makanan tersebut asalkan tidak mengkonsumsi babi atau anjing. Kemudian
sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia dan Okki (2021) bahwa preferensi
halal tidak memberikan pengaruh positif terhadap brand image dari sebuah rumah makan
padang. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Khan dan Faiza (2019) terkait
bagaimana konsumen muslim dapat berhati-hati untuk bisa terhindar dari pedagang makanan
non-halal yang tidak memiliki logo dengan melihat situasi yang ada di sekitar tempat
tersebut.

Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada Pedagang Makanan Non-halal

Tabel 5. Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada PedagangMakanan Non-halal di Kota

Manado
Tidak terlalu penting Ikuti .
. ' Tidak
Responden Penting (karena mayoritas non- Aturan
. . tahu
muslim) Pemerintah
Pedagang Makanan | g grang |1 orang (mayoritas kristen) 2 orang 1 orang
Non-halal
Masyarakat Non- 5 orang
muslim
1 orang (masyarakat sudah
I;:S;?r?]ng Makanan 4orang | mengetahui sendiri itu
tidak halal)
1 orang (kalau tidak ada
Masyarakat muslim 4 orang labelhalal sudah pasti
haram)
Jumlan 21 orang 3 orang 2 orang 1 orang
Persentase 77,78% 11,11% 7,41% 3,70%
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Tabel 5 adalah hasil wawancara bersama para responden terkait seberapa pentingnya
penggunaan label “Non-Halal” di Kota Manado. Ditemukan bahwa salah satu responden
dari kalangan masyarakat lokal non-muslim yang mengungkapkan bahwa pentingnya
pedagang makanan non-halal menggunakan label atau identitas. Karena sebagai konsumen
pun memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dijual. Karena etika pasar ketika
berjualan dan bukan sedang memberikan hadiah. Jadi haruslah publik dan tidak boleh
rahasia.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih banyak responden di Kota Manado
khususnya masyarakat muslim yang beranggapan bahwa label “non-Halal” merupakan salah
satu label yang sangat penting untuk digunakan oleh pedagang makanan non- halal di Kota
Manado. Namun pada kenyataannya belum ada pedagang makanan non-halal yang
menggunakan label “Non-Halal” di Kota Manado. Hal ini pun berbeda dengan temuan
penelitian sebelumnya oleh SAI (2019) yang membahas terkait bagaimana pengembangan
sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan. Konsep tersebut diterapkan agar memberikan rasa
aman dan tenang ketika adanya konsumen yang datang pada restoran di Taiwan tersebut.

Aturan halal dari BPJPH

Tabel 6. Pemahaman terkait Aturan Label Halal dari BPJPH

Responden Tidak Tahu | Sulit/Ribet [ Sudah Sesuai
Pedagang Makanan Non-halal 11 orang - 1 orang
Pedagang Makanan Muslim 2 orang 1 orang 2 orang
Jumlah 13 orang 1 orang 3 orang
Persentase 76,47% 5,88% 17,65%

Dari data di atas diketahui bahwa masih banyak dari responden yang saat
diwawancarai khususnya para pedagang makanan non-halal yang belum memahami terkait
kesesuaian aturan yang diterapkan oleh BPJPH dalam penerbitan label halal. Untuk
pedagang makanan muslim pun hanya beberapa orang saja yang memahami aturan halal
BPJPH.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa lebih banyak responden
pedagang makanan non-halal yang tidak mengetahui terkait aturan halal yang diterapkan
olen BPJPH. Hanya ada beberapa dari pedagang makanan muslim yang mengetahui hal
tersebut. Karena beberapa orang yang memahami aturan label halal tersebut memiliki relasi
yang cukup banyak dan mengetahui terkait aturan yang ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini pun
sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Safitri & Qadariayah (2022) tentang kurangnya
pemahaman sertifikasi halal oleh masyarakat yang menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak
memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, terutama pada
masyarakat non-muslim karena mereka bisa mengkonsumsi segala jenis makanan tanpa ada
pantangan.
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E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait “Persepsi
Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado” pada 27 orang
responden dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurangnya kesadaran halal antara
pedagang makanan non-halal dan masyarakat muslim di Kota Manado dalam memahami
jenis makanan, cara pengolahan, penerapan label non-halal, dan aturan halal dari BPJPH.
Bahkan karena maraknya pedagang makanan non-muslim di Kota Manado, sehingga sudah
dianggap lumrah oleh beberapa kalangan masyarakat selama tidak mengkonsumsi makanan
babi, anjing, dan sejenisnya walaupun alat masak dapur yang digunakan sama ketika
menghidangkan masakan yang mengandung bahan yang non-halal. Walaupun sebenarnya
pedagang makanan non-halal juga tidak mau rugi dengan tetap melayani pembelian dari
konsumen muslim, kemudian tidak menjelaskan secara langsung dan jelas terkait makanan
non-halal yang dijual.

Namun, konsumen muslim pun juga harus lebih bersikap kritis, selektif, waspada,
dan hati-hati ketika membeli makanan. Jangan sampai karena tidak terlihat secara langsung
terkait bahan non-halal yang digunakan, sehingga lebih memilih untuk bersikap dan
berprasangka baik kepada penjual. Karena kita tidak mengetahui secara detail bagaimana
proses produksi olahan makanan tersebut secara keseluruhan. Hal ini juga disebabkan oleh
kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado. Untuk Kota Manado
juga masih belum memiliki peraturan yang jelas terkait kewajiban bagi para pedagang
makanan non-halal untuk menggunakan identitas. Sehingga, pedagang makanan non-halal
pun hanya menggunakan identitas sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka masing-
masing.
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